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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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RAPBN 2027 RP4.097 TRILIUN

LEBIH 230 PETUGAS DITURUNKAN

Pemkab Parigi Moutong 
Usulkan Pembenahan 

Fasilitas Kesehatan
ke Kemenkes

Pertamina Pastikan Keandalan Avtur 
untuk Konektivitas Indonesia Timur

Dorong Pembentukan 
Badan Pengelola 

Geopark Danau Poso

Safri: Sulteng 
Jangan Hanya 
Jadi Penopang 

Ekonomi

Baca RUTE Hal. 7
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RAPBN
Hal. 7

Baca PEMKAB Hal. 7

Baca DORONG Hal. 7

Rute Penerbangan IMIP–Palu Resmi Beroperasi

PLN UP3 Palu Percepat 
Pemeliharaan Infrastruktur

GUBERNUR ANWAR HAFID

PETUGAS PLN melakukan pekerjaan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan dan menjaga keandalan sistem kelistrikan di 
Sulbagsel. FOTO: IST

SULTENG RAYA – Lebih 
dari 230 petugas teknis diter-
junkan untuk mempercepat 
pekerjaan pemeliharaan 
infrastruktur ketenagalistri-
kan pada sistem interkonek-
si Sulawesi Bagian Selatan 
(Sulbagsel) yang juga men-
yuplay sistem kelistrikan 
di Palu, Sulawesi Tengah. 
Pemeliharaan ini dilaku-
kan demi mengoptimalkan 
performa infrastruktur dan 
menjaga keandalan pasokan 
listrik secara berkelanjutan 

pada sistem kelistrikan ter-
sebut.

Manager Komunikasi dan 
TJSL PLN UID Suluttenggo, 
Noven N. Koropit menyam-
paikan bahwa saat ini proses 
pemeliharaan sedang ber-
langsung.

“Saat ini lebih dari 230 
teknisi sudah dikerahkan 
untuk percepatan proses 
pemeliharaan, mari kita 
berdoa agar pekerjaan ini 
dapat selesai sesuai dengan 
jadwal,” tutur Noven.

Selama proses pemeli-
haraan berlangsung pada 
fasilitas sistem interkoneksi 
ini, terjadi penurunan daya 
mampu pasok. Untuk men-
jaga kestabilan pasokan lis-
trik, PLN UID Suluttenggo 
mengimplementasikan ma-
najemen pengaturan beban 
secara bergilir sekitar 1 – 4 
jam di beberapa titik wilay-
ah kerja PLN UP3 Palu dan 
sekitarnya. 

Noven menambahkan 
bahwa langkah penyesuaian 

ini merupakan bagian tak 
terpisahkan dari pemeliha-
raan preventif pada sistem 
kelistrikan terinterkoneksi 
guna memastikan keandalan 
pasokan daya ke depan.

“Beberapa hari terakhir 
sedang dilakukan pemeli-
haraan infrastruktur pada 
sistem interkoneksi. Hal 
ini berpengaruh langsung 
pada pasokan daya di wi-
layah kerja PLN UP3 Palu. 
Pekerjaan ini sangat penting 
untuk menjaga kestabilan 

sistem dan mengoptimalkan 
performa kelistrikan seca-
ra berkelanjutan,” tambah 
Noven.

PLN UID Suluttenggo 
mengimbau seluruh pelang-
gan di wilayah UP3 Palu 
untuk memantau pembaru-
an informasi jadwal penga-
turan beban melalui aplikasi 
PLN Mobile, akun media 
sosial resmi PLN, maupun 
kanal WhatsApp Channel 
PLN Unit Layanan Pelang-
gan (ULP) setempat.*HJ

SULTENG RAYA – Besarnya Rancangan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 
yang mencapai hampir Rp4.097 triliun harus diikuti 
dengan kebijakan fiskal yang benar-benar dirasakan 
daerah, termasuk Sulawesi Tengah.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, 
Muhammad Safri, mengatakan anggaran negara 
yang besar tidak cukup hanya diukur dari besarnya 
belanja pemerintah dan target pertumbuhan eko-
nomi. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana 
kebijakan tersebut mampu memperkuat pemban-
gunan dan pelayanan publik di daerah.

“Kalau APBN kita hampir Rp4.100 triliun dan 
disebut ekspansif, pertanyaannya sederhana, se-
berapa besar dampaknya bagi daerah? Khususnya 
Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi salah satu 
penopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui 
sumber daya alam dan hilirisasi,” kata Safri, Kamis 
(3/9/2026).

Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki posisi 
penting dalam perekonomian nasional. Aktivitas 
pertambangan, ka-
wasan industri dan 
hilirisasi berkem-
bang pesat, teru-
tama di Moro-
wali dan Mo-
rowali Utara.

GUBERNUR Anwar Hafid menerima audiensi Aliansi Penjaga 
Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta lingkungan yang 
menyampaikan usulan percepatan pembentukan Geopark 
Danau Poso, Kamis (3/9/2026). FOTO: IST 

SULTENG RAYA - Gubernur Sulawesi Tengah 
(Sulteng) Anwar Hafid menerima audiensi Aliansi 
Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta 
lingkungan yang menyampaikan usulan perce-
patan pembentukan Geopark Danau Poso, Kamis 
(3/9/2026) di ruang kerja Gubernur Sulteng.

Rombongan dipimpin Prof. Dr. Ir. Muhammad 
Nur Sangadji, DEA. Dalam pertemuan tersebut, 
dibahas berbagai hal terkait langkah strategis yang 
perlu dilakukan agar Danau Poso dapat segera 
bergerak menuju status geopark nasional.

Salah satu langkah yang dinilai paling mendesak 
adalah pembentukan badan pengelola geopark di 
Kabupaten Poso.

Gubernur Anwar Hafid menyatakan akan 
mendorong agar komunikasi dengan Pemerintah 
Kabupaten Poso segera dilakukan, termasuk mem-
pertemukan pihak-pihak terkait untuk membahas 
percepatan pembentukan badan pengelola.

“Saya undang Bupati supaya kita bentuk sece-
patnya tim geopark.”

Dalam pertemuan itu, dijelaskan bahwa dasar 
awal pengembangan geopark sebenarnya telah 
tersedia. Sebanyak 24 situs telah memiliki SK, se-
hingga tahapan selanjutnya adalah pembentukan 
badan pengelola yang kemudian ditetapkan melalui 
SK Bupati Poso.

TINJAU AFT HASANUDDIN

PT PERTAMINA Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan Management Walk Through (MWT) di Aviation 
Fuel Terminal (AFT) Hasanuddin, Makassar, Kamis (3/9/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA - PT 
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi terus me-
mastikan keandalan layanan 
energi bagi sektor trans-
portasi udara. Komitmen 
tersebut diperkuat melalui 

kegiatan Management Walk 
Through (MWT) di Avia-
tion Fuel Terminal (AFT) 
Hasanuddin, Makassar, Ka-
mis (3/9/2026).

Kegiatan MWT menja-
di bagian dari perhatian 

manajemen Pertamina ter-
hadap kesiapan sarana dan 
fasilitas, keandalan operasi-
onal, serta penerapan aspek 
keselamatan dan kualitas 

BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase (Ketiga dari kiri) foto ber-
sama dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (keempat 
dari kiri) usai melakukan petemuan di Ruang Rapat 215 Gedung 
Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Parigi Moutong mengusulkan pem-
benahan dan peningkatan fasilitas kesehatan di 
wilayah tersebut kepada Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) RI.

Usulan itu disampaikan Bupati Parigi Moutong, 
Erwin Burase, saat bertemu Menteri Kesehatan RI 
Budi Gunadi Sadikin di Ruang Rapat 215 Gedung 
Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Erwin didampingi 
Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran dan 

Baca PERTAMINA Hal. 7

BANDARA domestik PT IMIP meresmikan penerbangan perdana dengan rute menuju Bandar Udara Inter-
nasional Mutiara Sis Al-Jufri di Palu, pada Kamis (03/09/2026). FOTO: HUMAS IMIP

SULTENG RAYA – Ke-
hadiran PT Indonesia Moro-
wali Industrial Park (IMIP) 
terus menggerakkan pere-
konomian Kabupaten Moro-
wali dan Provinsi Sulawesi 
Tengah. Dalam menunjang 
operasional di kawasan in-
dustri terintegrasi berbasis 
nikel, IMIP menyediakan 
konektivitas udara yang 
mendukung aktivitas pe-
rusahaan-perusahaan di 
dalamnya. Hadirnya fasi-
litas Bandara domestik PT 
IMIP dapat mempercepat 
mobilitas pekerja, manaje-
men, mitra usaha, investor, 
maupun pihak-pihak terkait.

Kali ini pihak Bandara 
domestik PT IMIP meres-
mikan penerbangan per-
dana dengan rute menuju 
Bandar Udara Internasional 
Mutiara Sis Al-Jufri di Palu, 
pada Kamis (03/09/2026). 
Perjalanan udara per-
dana itu mengguna-
kan pesawat Air Bus 
maskapai Super Air 
Jet A320 dengan no-
mor penerbangan 
IU 2254 menuju 
Palu memuat 158 
penumpang dari 
kapas i tas  180 MUHAMMAD SAFRI
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SULTENG RAYA – Situasi kam-
tibmas di sejumlah wilayah Kota 
Palu menjadi perhatian personel 
Tim Patra Satbrimobda Sulteng 
saat melaksanakan patroli malam, 
Kamis (3/9/2026) dini hari. Selain 
menyambangi warga dan pemuda 
yang masih berkumpul, personel 
juga merespons temuan adanya 
penangkapan terduga pelaku pen-
curian kendaraan bermotor (curan-
mor) saat melintas di Jalan Veteran.

Dalam patroli tersebut, personel 
menyambangi beberapa titik yang 
menjadi tempat berkumpulnya 
masyarakat pada malam hari. 
Kepada warga dan pemuda, per-
sonel menyampaikan imbauan 
kamtibmas serta mengajak masy-
arakat untuk segera memberikan 
informasi kepada pihak kepolisian 
apabila mengetahui atau menemu-
kan adanya tindak kriminalitas di 
lingkungan mereka.

Saat melintas di Jalan Veteran, 
personel mendapati adanya penang-
kapan terhadap seorang terduga 
pelaku curanmor. Melihat situasi 
tersebut, personel Tim Patra segera 
memberikan bantuan pengamanan 
terhadap terduga pelaku untuk 
mencegah terjadinya hal-hal yang 
tidak diinginkan di lokasi kejadian.

Setelah situasi berhasil dikend-
alikan, terduga pelaku kemudian 
diserahkan kepada personel Pol-

sek Mantikulore untuk menjalani 
proses hukum lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

Kasubbagbinlatops Satbrimobda 
Sulteng AKP Ajrun G. Pambudi 
mengatakan kehadiran personel 
dalam patroli tidak hanya bertuju-
an memantau situasi kamtibmas, 
tetapi juga memberikan respons 
ketika menemukan kejadian yang 
membutuhkan tindakan kepolisian.

“Personel yang melaksanakan 
patroli diharapkan selalu peka 
terhadap situasi di sekitarnya. Ke-
tika menemukan adanya kejadian 
kriminalitas, personel dapat mem-
berikan bantuan pengamanan dan 
selanjutnya menyerahkan penan-
ganannya kepada fungsi kepolisian 
yang berwenang,”ujarnya.

Personel juga memberikan pe-
mahaman kepada warga yang 
berada di sekitar lokasi agar ti-
dak mengambil tindakan sendiri. 
Masyarakat diimbau untuk tidak 
mudah terprovokasi dan menghin-
dari tindakan main hakim sendiri, 
serta menyerahkan sepenuhnya 
proses penanganan dan penegakan 
hukum kepada pihak kepolisian.

Patroli kemudian dilanjutkan 
dengan menyusuri sejumlah ruas 
jalan dan titik aktivitas masyara-
kat di wilayah Kota Palu sebelum 
kembali menuju Mako Detasemen 
Gegana. AMR

Patroli Tim Patra 
Amankan Pelaku Curanmor

PERSONEL Patroli Patra, saat mengamankan seorang pelaku curanmor di Jalan 
Veteran, Kelurarahan Tanamodindi, Kamis (3/9/2026) dini hari. FOTO: TIM PATRA

SULTENG RAYA – Pihak Direkto-
rat Reserse Kriminal Umum (Ditres-
krimum) diminta untuk mengevaluasi 
kembali penghentian penyelidikan 
kasus dugaan tindak pidana sumpah 
atau keterangan palsu dan peng-
gunaan surat palsu yang dilaporkan 
Aprisman Masa.

Melalui kuasa hukumnya, Novriya-
diansyah, S.H menyampaikan per-
mintaan tersebut dalam Gelar Perkara 
Khusus di Ruang Rapat Ditreskrimum 
Polda Sulteng, Kamis (3/9/2026).

Perkara tersebut tercatat dalam 
Laporan Polisi Nomor LP/B/234/
VIII/2025/SPKT/POLDA SULAWESI 
TENGAH tertanggal 30 Agustus 2025. 
Dalam laporan itu, Yayuk Sunarti dan 
Imam Sutarto tercatat sebagai terlapor.

Dalam pertemuan itu, Novriyadi-
ansyah menegaskan persoalan yang 
dilaporkan bukan sengketa kepemili-
kan tanah atau upaya meminta kepoli-
sian membatalkan putusan pengadilan 
perdata.

Fokus keberatan, menurutnya  
adalah dugaan adanya peristiwa pida-
na dalam pembuatan dan penggunaan 
sejumlah dokumen tanah yang dibuat 
pada 2022.

Dokumen yang dipersoalkan antara 
lain Surat Pernyataan Hibah tertang-
gal 26 Maret 2022, Surat Keterangan 
Penguasaan Tanah (SKPT), serta Surat 
Penyerahan Hibah tertanggal 29 Maret 
2022.

Yang menjadi titik tekan pelapor 
adalah keberadaan Sertipikat Hak 
Milik (SHM) Nomor 10 yang disebut 
telah terbit sejak 2000.

“Persoalan yang harus dijawab ju-
stru apakah ketika dokumen tanggal 
26–29 Maret 2022 dibuat, objek tanah 
yang diterangkan di dalamnya sudah 
bersertifikat atau belum,”demikian 
dijelaskan, Novriyadiansyah.

Pelapor menilai, apabila berdasar-
kan data pertanahan objek tersebut 
ternyata telah tercakup dalam SHM 
Nomor 10, maka perlu didalami bagai-
mana kemudian muncul keterangan 
yang menyatakan kondisi berbeda.

Tidak hanya itu, pelapor memin-
ta penyelidik menguji siapa yang 
memberikan keterangan, apa dasar 
pengetahuannya, serta apakah pihak 
yang membuat maupun menggunakan 
dokumen mengetahui kondisi objek 
tanah sebenarnya.

Fakta lain yang dianggap penting 
adalah kegiatan pengembalian batas 
SHM Nomor 10 yang dilakukan Kan-
tor Pertanahan Kota Palu.

Menurut paparan pelapor, pengem-
balian batas dilakukan pada 2 Agustus 
2023, sebelum perkara perdata Nomor 

72/Pdt.G/2024/PN Pal diajukan.
Dalam kegiatan tersebut, berdasar-

kan data yang disampaikan pelapor, 
BPN secara tertulis menyatakan se-
bagian SHM Nomor 00010/Tatura 
Selatan/2000 dikuasai secara fisik oleh 
Imam Sutarto dengan luas sekitar 500 
meter persegi.

Lampiran berita acara juga disebut 
memuat gambar mengenai penunju-
kan Imam Sutarto.

Fakta inilah yang kemudian di-
persoalkan pelapor. Sebab, setelah 
pengembalian batas tersebut, Imam 
Sutarto bersama Fatkhusani dise-
but mewakili Yayasan Citra Buana 
Mandiri dalam perkara perdata dan 
menggunakan sejumlah dokumen 
tahun 2022 sebagai alat bukti.

Lalu, dokumen tersebut digunakan 
sebagai bukti P-8a berupa SKPT, P-9 
berupa Surat Pernyataan Hibah, dan 
P-10 berupa Surat Penyerahan.

Pelapor meminta kepolisian men-
dalami apakah pada saat dokumen 
tersebut digunakan, Imam Sutarto 
telah mengetahui bahwa objek yang 
dikuasainya telah diidentifikasi dalam 
pengembalian batas BPN sebagai bagi-
an dari SHM Nomor 10.

Lelapor menilai dugaan penggun-
aan surat perlu diuji secara tersendiri, 
tidak hanya melihat siapa yang mem-
buat dokumen pada 2022.

“Tiga saksi meninggal bukan berarti 
perkara otomatis berhenti,” jelasnya.

Pelapor juga menyoroti alasan 
yang berkaitan dengan tidak dapat 
diperiksanya tiga orang yang disebut 
memiliki keterangan penting, yakni 
Abd. Rahmat Tiban, Zamrud dan 
Ashar Yotomarungi karena telah me-
ninggal dunia.

Pelapor mengakui penyelidik tidak 
mungkin meminta keterangan langs-
ung dari orang yang telah meninggal.

Namun, kondisi tersebut dinilai 
tidak serta-merta membuktikan bahwa 
tidak terdapat peristiwa pidana.

Sebab, menurut pelapor, masih 
terdapat sejumlah sumber informasi 
lain yang dapat diperiksa, mulai dari 
dokumen tahun 2022, register dan 
arsip kelurahan maupun kecamatan, 
pejabat kelurahan dan kecamatan, 
Yayuk Sunarti, Imam Sutarto, data 
pertanahan hingga petugas BPN.

Dokumen pengembalian batas juga 
diminta diperoleh dan diperiksa untuk 
memastikan identitas objek tanah serta 
rangkaian peristiwa yang terjadi.

Surat beda nama diminta tidak men-
gaburkan pokok laporan

Dalam gelar perkara tersebut, kua-
sa hukum Aprisman juga meminta 
penyelidikan terhadap surat permo-

honan beda nama Drs. Hi. Muhammad 
Tiban menjadi Abd. Rahmat Tiban 
tidak menggeser substansi utama 
laporan.

Menurut pelapor, sekalipun nan-
tinya tidak ditemukan keterlibatan 
Yayuk Sunarti maupun Imam Sutarto 
dalam proses surat beda nama terse-
but, persoalan mengenai dokumen 
tanah yang dibuat pada Maret 2022 
tetap belum terjawab.

Pertanyaan utamanya tetap men-
genai kebenaran isi dokumen, dasar 
penerbitannya, pihak yang membe-
rikan keterangan, serta pengetahuan 
pihak yang kemudian menggunakan 
dokumen tersebut.

Pelapor juga menyinggung fakta 
bahwa dokumen-dokumen 2022 terse-
but disebut tidak diperlihatkan kepada 
kliennya ketika mediasi di Kelurahan 
Tatura Selatan pada Februari 2023.

Pelapor mengakui fakta tersebut 
tidak otomatis membuktikan tindak 
pidana. Namun, mereka meminta hal 
itu dilihat sebagai bagian dari rangkai-
an peristiwa untuk mengetahui kapan 
dokumen dibuat, untuk kepentingan 
apa, siapa yang mengetahui keberad-
aannya, kapan mulai digunakan, serta 
apa yang diketahui pihak pengguna 
ketika dokumen tersebut digunakan.

Melalui Gelar Perkara Khusus, 
pelapor tidak meminta kepolisian 
langsung menetapkan para terlapor 
sebagai tersangka.

Permintaan pihak pelapor lebih 
diarahkan pada evaluasi terhadap 
kecukupan penyelidikan yang telah 
dilakukan.

Pelapor meminta agar penyelidikan 
dapat dibuka atau dilanjutkan apabi-
la gelar perkara menemukan masih 
terdapat fakta material yang belum 
didalami.

Selain itu, pelapor meminta peme-
riksaan terhadap dokumen pengem-
balian batas SHM Nomor 10, petugas 
BPN yang terlibat, register Kelurahan/
Kecamatan, dasar penerbitan SKPT, 
serta pengetahuan dan penggunaan 
dokumen oleh para terlapor.

“Kami tidak meminta forum hari ini 
menyatakan para terlapor bersalah. 
Kami hanya meminta agar perkara 
ini tidak dinyatakan bukan peristiwa 
pidana sebelum sumber-sumber pem-
buktian yang masih tersedia diperiksa 
secara tuntas,”urainya.

Kini, hasil Gelar Perkara Khusus 
Polda Sulteng menjadi titik penting un-
tuk menentukan apakah penghentian 
penyelidikan tetap dipertahankan atau 
perkara tersebut kembali didalami 
berdasarkan fakta dan alat bukti yang 
masih tersedia.AMR

SULTENG RAYA – Me-
maknai Hari Pelanggan 
Nasional (Harpelnas) 2026 
dengan aksi nyata, PT PLN 
(Persero) Unit Layanan Pe-
langgan (ULP) Siau resmi 
melakukan penyambungan 
listrik baru berdaya 82.500 
VA untuk mendukung 5 
operasional PT Gading Mur-
ni Perkasa 2. Langkah ini 
menjadi wujud komitmen 
PLN dalam menghadirkan 
pelayanan yang responsif se-
kaligus mendorong pertum-
buhan ekonomi dan dunia 
usaha di wilayah kepulauan.

General Manager PLN 
Unit Induk Distribusi (UID) 
Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, dan Gorontalo (Su-
luttenggo), Usman Bangun, 
menegaskan bahwa PLN 
siap menjadi mitra andal 
bagi seluruh pelaku usaha 
dalam menyediakan paso-
kan listrik yang cukup dan 
berkualitas.

“Hari Pelanggan Nasional 
momentum bagi kami untuk 
terus meningkatkan kualitas 
layanan. Kami menyadari 
bahwa keandalan pasokan 
listrik adalah kunci utama 

berjalannya roda pereko-
nomian dan produktivitas 
dunia usaha. Oleh karena 
itu, PLN berkomitmen un-
tuk selalu  memberikan 
solusi kelistrikan yang cepat, 
mudah, dan andal demi 
mendukung pertumbuhan 
investasi hingga ke pelosok 
daerah,” ucap Usman.

Senada dengan itu, Mana-
ger PLN ULP Siau, Fendi A. 
Rare’a, menyampaikan pen-
yalaan listrik ini merupakan 
bentuk nyata komitmen 
pelayanan PLN yang be-
rorientasi pada kepuasan 
pelanggan.

“Hari Pelanggan Nasional 
bagi kami bukan sekadar se-
remoni, melainkan momen 
untuk membuktikan bahwa 
pelayanan PLN dapat mem-
berikan dampak langsung 
yang dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat dan pelaku 
usaha,”ungkap Fendi.

Bagi pelaku usaha, ke-
tersediaan pasokan listrik 
yang memadai bukan hanya 
sekadar tersambungnya ja-
ringan, melainkan menjadi 
energi penggerak operasio-
nal, pendorong produktivi-

tas, serta pembuka peluang 
ekspansi bisnis.

Apresiasi tinggi juga 
disampaikan Manager PT 
Gading Murni Perkasa 2, 
Charles, atas respons cepat 
dan pelayanan prima yang 
diberikan oleh PLN ULP 
Siau hingga proses penya-
laan berjalan lancar.

“Kami mengucapkan 
terima kasih. Bagi kami, 
kepastian pasokan listrik 
ini sangat krusial untuk 
menunjang seluruh kegiatan 
operasional perusahaan. 
Pelayanan dari PLN sangat 
profesional dan memuas-
kan,” ungkap Charles.

Melalui penyambungan 
listrik berdaya 82.500 VA ini, 
PLN menegaskan kesiapan-
nya untuk terus mendam-
pingi serta mengakomodasi 
kebutuhan energi sektor in-
dustri dan bisnis di wilayah 
Sulawesi Utara, khususnya 
Kepulauan Siau. Dengan 
semangat “Melayani dengan 
Sepenuh Hati”, PLN terus 
berinovasi untuk memberi-
kan pengalaman pelayanan 
kelistrikan terbaik, andal, 
dan berkelanjutan.*/HJ

APRISMAN Masa (tengah) didampingi tim kuasa hukumnya, usai mengikuti gelar perkara khusus dugaan tindak pidana sumpah 
atau keterangan palsu, yang dilaksanakan di ruang Ditreskrimum Polda Sulteng, Kamis (3/9/2026). FOTO: KIRIMAN APRISAL

TEKNISI PLN sedang melakukan pengecekan gardu panel listrik setelah PT PLN (Persero) Unit La-
yanan Pelanggan (ULP) Siau resmi melakukan penyambungan listrik baru berdaya 82.500 VA untuk 
mendukung operasional PT Gading Murni Perkasa 2. FOTO: DOK.PLN

PLN ULP Siau Dukung 
Pertumbuhan Usaha Lewat 

Penyambungan Listrik 82.500 VA

SULTENG RAYA – Kepolisian 
Resor (Polres) Morowali mengge-
lar peringatan Maulid Nabi Besar 
Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 
Masehi di Masjid Darul Muttaqien 
Polres Morowali, Desa Bente, Keca-
matan Bungku Tengah, Kabupaten 
Morowali, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut mengusung 
tema “Dengan Meneladani Akhlak 
Rasulullah SAW, Melalui Polri Presi-
si Kita Wujudkan Indonesia Berdau-
lat, Adil, dan Makmur.”

Peringatan Maulid ini dihadiri 
Kapolres Morowali AKBP Reza Kho-
meini, Ketua Bhayangkari Cabang 
Morowali Ny. Nia Reza Khomeini, 
Wadanyon C Pelopor Satbrimob 
Polda Sulteng AKP Sudirman, serta 
para pejabat utama Polres Morowali, 

personel Polres Morowali dan Perso-
nel Batalyon C Satbrimob, pengurus 
Bhayangkari, tokoh agama, serta 
santri pondok pesantren Alfattah.

Dalam sambutannya, Kapolres 
menyampaikan bahwa peringatan 
Maulid Nabi merupakan momentum 
penting bagi seluruh personel Polri 
untuk kembali meneladani akhlak 
dan keteladanan Rasulullah SAW 
dalam kehidupan sehari-hari mau-
pun dalam pelaksanaan tugas.

“Peringatan Maulid Nabi tahun ini 
mengusung tema yang sangat agung 
dan sarat akan tanggung jawab bagi 
kita semua. Melalui momentum 
ini, mari kita kikis ego, hilangkan 
arogansi, dan kedepankan pelay-
anan yang berakhlak mulia,” ujar 
Kapolres.

Kapolres juga mengajak seluruh per-
sonel untuk menjadi sosok anggota Polri 
yang mampu memberikan rasa aman, 
nyaman dan menjadi pribadi yang dir-
indukan kehadirannya oleh masyarakat.

“Jadilah polisi yang dirindukan 
kehadirannya oleh masyarakat ka-
rena tutur kata kita yang santun dan 
tindakan kita yang adil,” pesannya.

Lebih lanjut, Kapolres mengajak 
seluruh peserta untuk mengambil 
hikmah yang kemudian diterapkan 
dalam kehidupan maupun pelaksa-
naan tugas kepolisian.

Kegiatan kemudian dilanjutkan 
dengan tausiyah Maulid yang disam-
paikan oleh Ustaz Hamzah, pemba-
caan doa, serta ramah tamah yang 
dirangkaikan dengan penilaian 
lomba kreatif bunga male.VAN

Polda Sulteng Diminta Evaluasi 
Penghentian Kasus Dugaan Surat Palsu

Kapolres Morowali: Teladani 
Akhlak Rasulullah Dalam Bertugas
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Dukungan ini lahir dari 
kegelisahan melihat arah 
pembangunan Sulteng yang 
dinilai semakin kehilangan 
orientasi strategis di tengah 
perubahan ekonomi yang 
berlangsung sangat cepat.

Ketua Aliansi Negeri Se-
ribu Megalith, Azwar, men-
gatakan Sulawesi Tengah 
sedang menghadapi apa 
yang disebutnya sebagai 
krisis pembangunan. Kri-
sis tersebut, terlihat dari 
semakin lemahnya posisi 
daerah dalam memperoleh 
manfaat fiskal dari kegiatan 
ekonomi berbasis sumber 
daya alam, perencanaan 
infrastruktur yang belum 
sepenuhnya mengikuti 
kebutuhan kawasan yang 
berkembang, terbatasnya 
akses masyarakat terhadap 
program pemberdayaan, 
serta pemerintahan yang 
terlalu sering terjebak pada 
aktivitas seremonial.

“Masalah Sulteng hari ini 
bukan karena kita kekuran-
gan sumber daya. Justru 
kita memiliki sumber daya 
alam, investasi, kawasan 
industri, dan pertumbuhan 
ekonomi yang sangat besar. 
Tetapi kekuatan ekonomi itu 
belum dikonversikan secara 
optimal menjadi kekuatan 
pembangunan daerah,” kata 
Azwar.

Menurut Azwar, per-
soalan hilangnya hak daerah 
atas Dana Bagi Hasil (DBH) 
merupakan salah satu con-
toh paling nyata bagaima-
na posisi strategis Sulteng 

dalam struktur ekonomi 
nasional belum sepenuhnya 
diterjemahkan menjadi hak 
fiskal dan kapasitas pem-
bangunan daerah. Ketika 
kegiatan pengolahan sum-
ber daya alam berlangsung 
dalam skala sangat besar di 
Sulteng, pemerintah daerah 
seharusnya memiliki ka-
pasitas untuk memastikan 
manfaat fiskal dan ekonomi 
dari kegiatan tersebut kem-
bali kepada masyarakat dan 
daerah.

Pada saat yang sama, 
pembangunan infrastruktur 
dinilai belum selalu berge-
rak berdasarkan satu desain 
besar mengenai ke mana 
arah pertumbuhan ekonomi 
Sulteng akan dibawa. Infra-
struktur semestinya tidak 
sekadar dibangun sebagai 
proyek, tetapi menjadi bagi-
an dari sirkuit ekonomi yang 
menghubungkan kawasan 
produksi, industri, pela-
buhan, pusat perdagangan, 
sentra masyarakat, dan wi-
layah-wilayah yang selama 
ini tertinggal dari arus per-
tumbuhan.

M a s a l a h  b e r i k u t n y a 
adalah lemahnya akses 
masyarakat terhadap pem-
berdayaan ekonomi. Per-
tumbuhan investasi dan 
industri belum otomatis 
membuat masyarakat lokal 
menjadi bagian utama dari 
rantai nilai ekonomi baru. 

Menurut Aliansi, peme-
rintah harus mengubah 
pendekatan dari sekadar 
memberikan bantuan men-

Azwar

Aliansi Negeri 
Seribu Megalith 

Dorong Cudy Kembali 
Pimpin Sulteng

SULTENG RAYA - Aliansi Negeri Seribu 
Megalith menyatakan dukungan agar Rusdy 
Mastura atau akrab disapa Cudy kembali 
maju sebagai Gubernur Sulawesi Tengah 
(Sulteng).

jadi membangun kapasi-
tas produktif masyarakat, 
sehingga petani, nelayan, 
UMKM, tenaga kerja lokal, 
dan pelaku ekonomi ke-
cil dapat masuk ke dalam 
rantai pasok ekonomi yang 
sedang tumbuh.

Azwar juga mengkritik 
kecenderungan pemerin-
tahan daerah yang terlalu 
sibuk dengan kegiatan se-
remonial. “Kita tidak mem-
butuhkan pemerintahan 
yang sibuk memotong pita, 
menghadiri seremoni, dan 
membuat acara. Kita mem-
butuhkan pemerintahan 
yang bekerja. Pemerintahan 
harus hadir untuk menyele-
saikan persoalan produksi, 
membuka akses ekonomi, 
memperkuat infrastruktur, 
memperjuangkan hak fiskal 
daerah, dan meningkatkan 
produktivitas rakyat,” te-
gasnya.

Karena itu, Aliansi Negeri 
Seribu Megalith menilai Sul-
teng membutuhkan peruba-
han orientasi pemerintahan. 
Gubernur tidak cukup ha-
nya menjadi administrator 
APBD, tetapi harus menjadi 
pengarah transformasi eko-
nomi daerah dan sekaligus 
menjadi negosiator kepen-
tingan Sulawesi Tengah di 
tingkat nasional.

Dalam konteks itulah 
Aliansi mendorong Cudy 
kembali maju sebagai Gu-
bernur Sulawesi Tengah. 
Dukungan ini tidak dimak-
sudkan sebagai nostalgia 
politik, melainkan sebagai 
tawaran untuk menghadir-
kan kembali kepemimpinan 
yang mampu membaca pe-
rubahan struktural Sulteng 
dan mengkonsolidasikan 
kekuatan ekonomi daerah 
menjadi agenda pemban-
gunan yang lebih terarah.

“Kami ingin pemilihan 
gubernur nanti menjadi per-
debatan tentang masa depan 
Sulteng. Bukan sekadar sia-
pa yang menang, tetapi apa 
yang akan dilakukan setelah 
menang. Bagaimana DBH 
diperjuangkan, bagaimana 
infrastruktur direncanakan, 
bagaimana rakyat diber-
dayakan, dan bagaimana 
pemerintahan keluar dari 
budaya seremonial,” ujar 
Azwar. Aliansi Negeri Se-
ribu Megalith percaya bah-
wa Sulawesi Tengah tidak 
boleh hanya menjadi lokasi 
pertumbuhan ekonomi nasi-
onal, sementara pemerintah 
daerah dan masyarakatnya 
tidak memiliki cukup kapa-
sitas untuk mengendalikan 
dan menikmati manfaat dari 
pertumbuhan tersebut.

Sulteng membutuhkan 
pemerintahan yang bekerja, 
pembangunan yang terenca-
na, fiskal daerah yang kuat, 
dan rakyat yang berdaya.*/
YAT

SULTENG RAYA - Ko-
mitmen Polres Parigi Mou-
tong (Parmout) dalam men-
dukung program pemerin-
tah mewujudkan ketahanan 
dan swasembada pangan 
terus diperkuat. 

Kali ini, jajaran Polres 
Parigi Moutong bersama 
pemerintah daerah dan ke-
lompok tani melaksanakan 
penanaman bawang putih, 
sekaligus menyalurkan ban-
tuan sosial (bansos), alat dan 
mesin pertanian (alsintan), 
serta pelayanan pengobatan 
gratis bagi masyarakat di 
Kecamatan Palasa.

Kegiatan yang berlangs-
ung di Mako Polsek Tomini, 
Desa Palasa, Kecamatan 
Palasa, Kabupaten Parigi 
Moutong, Rabu (19/8/2026) 
sekitar pukul 10.00 wita, 
tersebut merupakan bagian 
dari gerakan penanaman 
bawang secara serentak di 
17 provinsi yang dilaksana-
kan secara nasional melalui 
Zoom Meeting.

Kapolres Parigi Moutong 
AKBP Dr. Hendrawan A.N., 
S.I.K., M.H., hadir langsung 
bersama Wakil Bupati Parigi 
Moutong Abdul Said, S.Pd., 
unsur Forkopimda, jajaran 
pejabat utama Polres Parigi 
Moutong, pemerintah keca-
matan dan desa, Bhayangka-
ri, tenaga kesehatan, kelom-
pok tani serta masyarakat.

Penanaman bawang putih 
kali ini dilaksanakan pada 
lahan seluas 99 are dengan 
menggunakan bibit Garlic 
Superior Seeds. Bibit ter-
sebut merupakan bantuan 
dari Dinas TPHP Kabupaten 

Parigi Moutong dan sebagi-
an didatangkan dari Pulau 
Jawa.

Program tersebut menjadi 
bagian dari upaya mendu-
kung target swasembada 
bawang putih di Kabupaten 
Parigi Moutong dengan sas-
aran pengembangan lahan 
mencapai 40 hektare.

Tidak hanya menanam, 
Polres Parigi Moutong juga 
hadir memberikan dukun-
gan konkret kepada masy-
arakat. Sebanyak 50 paket 
bantuan sembako diserah-
kan kepada warga penerima 
manfaat.

Sementara kepada kelom-
pok tani, disalurkan bantuan 
berupa 20 unit alat semprot, 
bibit bawang putih, 2 unit 
kultivator, 1 unit mesin ge-
nerator dan 2 dus herbisida. 
Bantuan tersebut diharap-
kan dapat menunjang pro-
duktivitas petani sekaligus 
memperkuat pengelolaan 
lahan pertanian secara efek-
tif dan berkelanjutan.

Penyerahan bantuan di-
lanjutkan dengan penana-
man bibit bawang putih 
secara simbolis oleh jajaran 
Forkopimda dan stakehol-
der terkait.

Pada saat bersamaan, ja-
jaran Polri bersama peme-
rintah pusat dan daerah 
mengikuti Zoom Meeting 
penanaman bawang seren-
tak di 17 provinsi yang di-
hadiri Menteri Koordinator 
Bidang Pangan RI Zulkifli 
Hasan, Menteri Pertanian RI 
Andi Amran Sulaiman, Ka-
polri Jenderal Polisi Listyo 
Sigit Prabowo, Ketua Komisi 

IV DPR RI Siti Hediati Soe-
harto serta sejumlah pejabat 
terkait.

Dalam arahannya, Ka-
polri menegaskan bahwa 
Polri akan terus mendukung 
program pemerintah dalam 
memperkuat ketahanan 
pangan nasional. Dukungan 
tersebut tidak hanya dila-
kukan melalui penanaman, 
tetapi juga pendampingan 
kepada petani mulai dari 
proses produksi hingga pa-
nen dan distribusi.

Kapolres Parigi Moutong 
AKBP Dr. Hendrawan A.N., 
S.I.K., M.H., mengatakan ke-
terlibatan Polri dalam sektor 
pertanian merupakan ben-
tuk nyata kehadiran negara 
di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir 
untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat, 
tetapi juga hadir memberi-
kan manfaat nyata. Melalui 
program penanaman ba-
wang putih ini, kami ingin 
ikut mendorong produkti-
vitas petani sekaligus mem-
perkuat ketahanan pangan 
di Kabupaten Parigi Mou-
tong,” ujar Kapolres.

Kapolres menegaskan, pi-
haknya tidak ingin kegiatan 
penanaman berhenti sebagai 
seremoni semata. Jajaran 
Polri akan terus memban-
gun koordinasi dan sinergi 
dengan pemerintah daer-
ah, dinas terkait, penyuluh 
serta kelompok tani untuk 
mendukung keberlanjutan 
program tersebut.

“Yang terpenting bukan 
hanya bagaimana kita me-
nanam hari ini, tetapi ba-

KAPOLRES Parigi Moutong AKBP Dr. Hendrawan A.N., S.I.K., M.H bersama Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul 
Said, S.Pd., serta bunsur Forkopimda, saat tanam bawang putih di Mako Polsek Tomini, Desa Palasa, Kecamatan 
Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (19/8/2026). FOTO: DOK POLRES PARMOUT

Kapolres Parmout Tanam Bawang Putih 
dan Salurkan Bansos di Palasa

SULTENG RAYA - Polda 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
memperingati Maulid Nabi 
Muhammad SAW 12 Rabiul 
Awal 1448 H/2026 M di 
Masjid Ar Rahman Polda 
Sulteng, Kamis (3/9/2026). 

Kegiatan dipimpin Kapol-
da Sulteng Irjen Pol Nasri 
dan dihadiri Ketua Bha-
yangkari Daerah Polda Sul-
teng Ny. Lina Nasri, Irwasda 
Kombes Pol Purwanto Puji 
Sutan, para PJU, personel 
Polda Sulteng serta anak-
anak panti asuhan.

Mengusung tema “Den-

gan Meneladani Akhlak 
Rasulullah SAW, melalui 
Polri Presisi Kita Wujudkan 
Indonesia Berdaulat, Adil 
dan Makmur,” peringatan 
tersebut menjadi momen-
tum bagi personel untuk 
memperkuat nilai moral dan 
integritas dalam pelaksa-
naan tugas.

Kapolda Sulteng Irjen Pol 
Nasri menegaskan, Maulid 
Nabi tidak boleh sebatas 
seremonial, tetapi harus 
menjadi momentum mene-
ladani kejujuran, amanah, 
keadilan, kesabaran, kebera-
nian, kepedulian dan kasih 

sayang Rasulullah SAW.
Menurutnya, kewenangan 

yang diberikan negara kepa-
da Polri merupakan amanah 
yang harus dijalankan secara 
profesional, proporsional 
dan bertanggung jawab. 
Kewenangan tersebut har-
us digunakan untuk mel-
indungi, mengayomi dan 
melayani masyarakat serta 
menegakkan hukum secara 
berkeadilan.

“Polri Presisi tidak hanya 
membutuhkan profesio-
nalisme, modernisasi dan 
teknologi, tetapi juga harus 
dibangun di atas fondasi 

moral dan akhlak yang kuat. 
Kemampuan tanpa integri-
tas dapat disalahgunakan, 
kewenangan tanpa akhlak 
dapat melahirkan arogansi, 
dan penegakan hukum tan-
pa keadilan dapat menghi-
langkan kepercayaan masy-
arakat,” tegasnya.

Kapolda mengajak se-
luruh personel menjadikan 
kejujuran dan integritas 
sebagai karakter, profesi-
onalisme sebagai standar 
kerja, serta pelayanan ke-
pada masyarakat sebagai 
bentuk pengabdian. Ia juga 
mengingatkan personel 

KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Nasri saat memberikan santunan ke-
pada anak-anak Panti Asuhan Nurul Falah pada peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 H/2026 M di Masjid 
Ar Rahman Polda Sulteng, Kamis (3/9/2026). FOTO: BIDHUMAS 
POLDA SULTENG

Maulid Nabi 1448 H, Kapolda Sulteng Ajak 
Personel Teladani Akhlak Rasulullah

menjaga kehormatan serag-
am, menjauhi pelanggaran, 
penyalahgunaan kewenan-
gan, perilaku koruptif dan 
hedonisme.

Sementara, Hikmah Mau-
lid disampaikan Prof. Dr. 
Muhammad Khairil, M.Si., 
M.H. Ia mengajak peserta 
meneladani akhlak Rasu-
lullah SAW serta memili-
ki hati yang mutmainnah, 
yakni tenang dan tidak larut 
dalam kegagalan maupun 
kekhawatiran menghadapi 
masa depan. Ia menekankan 
tiga hal utama, yakni kete-
ladanan, Polri Presisi dan 
kemakmuran.

Kapolda berharap mo-
mentum Maulid Nabi men-
jadi sarana introspeksi dan 
peningkatan kualitas pen-
gabdian. “Jadikan akhlak 
Rasulullah sebagai pedo-
man, Polri Presisi sebagai 

cara kita bekerja, dan pen-
gabdian kepada masyarakat 
sebagai bagian dari ibadah 
kepada Allah SWT,” pesan-
nya.

Kabidhumas Polda Sul-
teng Kombes Pol Achmad 
Muhaimin menambahkan, 
kegiatan ditutup dengan 
pemberian santunan kepada 
pengasuh dan anak-anak 
Panti Asuhan Nurul Falah 
sebagai bentuk kepedulian 
dan mempererat silaturahmi 
Polda Sulteng dengan masy-
arakat.

Melalui momentum terse-
but, Polda Sulteng berkomit-
men memperkuat karakter 
personel agar semakin Pre-
sisi, humanis, profesional 
dan dipercaya masyara-
kat, sekaligus berkontribusi 
dalam mewujudkan Indone-
sia yang berdaulat, adil dan 
makmur.*/YAT

gaimana tanaman ini kita 
kawal sampai tumbuh, di-
pelihara, berhasil dipanen 
dan hasilnya memberikan 
nilai ekonomi bagi masy-
arakat. Karena itu, sinergi 
dan pendampingan harus 
dilakukan secara berkelan-
jutan,” tegasnya.

Menurut Kapolres, pen-
gembangan bawang putih 
memiliki nilai strategis ka-
rena tidak hanya berkaitan 
dengan peningkatan pro-
duksi pangan, tetapi juga 
dapat membuka peluang ek-
onomi bagi masyarakat dan 
mendukung pengendalian 
ketersediaan serta stabilitas 
harga pangan.

“Target 40 hektare untuk 
wilayah Parigi Moutong 
harus kita dorong bersama. 
Polri siap mendukung dari 
sisi keamanan, koordinasi 
dan pendampingan agar 
program ini berjalan optimal 
serta memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi masy-
arakat,” jelasnya.

Selain kegiatan pertanian, 
masyarakat juga mendapat-
kan pelayanan pengobatan 
gratis sebagai bentuk ke-
pedulian Polri terhadap 
kebutuhan masyarakat, khu-
susnya di bidang kesehatan.

Kapolres berharap se-
luruh pihak dapat memper-
tahankan kolaborasi yang 
telah terbangun sehingga 
program ketahanan pangan 
benar-benar menghasilkan 
dampak nyata.

“ K e t a h a n a n  p a n g a n 
adalah tanggung jawab ber-
sama. Pemerintah, Polri, 
TNI, dinas terkait, kelompok 
tani dan masyarakat harus 
bergerak bersama. Kami ber-
komitmen mengawal pro-
gram ini agar produktivitas 
meningkat, petani semakin 
sejahtera dan ketahanan 
pangan daerah semakin 
kuat,” jelasnya.

Seluruh rangkaian kegi-
atan yang berakhir sekitar 
pukul 13.00 WITA tersebut 
berlangsung aman, tertib 
dan lancar dengan penga-
manan personel gabungan 
Polres Parigi Moutong dan 
Polsek Tomini.

Polri untuk masyarakat 
mengawal ketahanan pan-
gan, memperkuat produk-
tivitas petani, dan menjaga 
stabilitas nasional.*/YAT
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SHM No. 1072/Birobuli Selatan, Jl. Mawas Kel. Birobuli Selatan 
(Dahulu Birobuli) Kec. Palu Selatan Kota Palu, Prov. Sulawesi 
Tengah

Bila ada pihak yang berminat / keberatan ter-
hadap penjualan diatas, dapat menghubungi :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit RSAM Area Palu JI. Sam 
Ratulangi No.60 Palu

D I J U A L

NOPOL : DN 5158 OD

NAMA : IWAN BAWINTO

ALAMAT : JL. SUPRAPTO PALU 

RT/RW 002/006 KEL. 

TALISE KEC. MANTIKU-

LORE, KOTA PALU\

MERK/TYPE : YAMAHA B6H A/T

NO RANGKA : MH3SG5620PJ848424

NO MESIN : G3L8E-1814589

NO BPKB : U01667772S

BPKB HILANG

NOPOL : DN 7020 AU
NAMA : PT.TOGEAN INDAH 

GRUP
ALAMAT : JL. LENJEND SOEPRAP-

TO NO. 28 KEL BESUSU 
TENGAH KEC. PALU 
TIMUR KOTA PALU

MERK/TYPE : ISUZU NRL 55B LX
NO RANGKA : MHCNLR55HKJ082239
NO MESIN : MO082239
NO BPKB : Q01982225S1

BPKB HILANG

NOPOL : DN 137ND
NAMA : PT.KARYA BARU MAK-

MUR 
ALAMAT : JL. GAJAH MADA NO. 61 

KEL. UJUNA KEC. PALU 
BARAT KOTA PALU 

MERK/TYPE : TOYOTA KIJANG INNO-
VA 2.4 V A/T

NO RANGKA : MHFGB8EMXH0410145
NO MESIN : 2GD-C168905
NO BPKB : M05152495S1

BPKB HILANG
NOPOL : DN 1022 NA 
NAMA : PT. KARYA BARU MAK-

MUR 
ALAMAT : JL. GAJAH MADA NO. 61 

KEL. UJUNA KEC. PALU 
BARAT KOTA PALU 

MERK/TYPE : TOYOTA AVANZA 1.3 G 
M/T

NO RANGKA : MHKM5EA3JGK007112
NO MESIN : 1NRF08997
NO BPKB : M12969780S1

BPKB HILANG
NOPOL : DN 487A IN 
NAMA : MOH, RHADYA ANUG-

RAH
ALAMAT : JL. HM. SCEHARTO RT/

RW 002/003 KEL. PETO-
BO KEC. PALU SELA-
TAN KOTA PALU 

MERK/TYPE : HONDA T4G02T31L0 
M/T

NO RANGKA : MH1KD1115JK051648
NO MESIN : KD11E-1051153
NO BPKB : P06705199S1

BPKB HILANG

NOPOL : DN 1552 AF 
NAMA : BENNY TANDRA 
ALAMAT : BTN TAVANJUKA MAS 

BLOK K/YKEL. TAWAN-
JUKA KEC TATANGA 
KOTA PALU 

MERK/TYPE : ISUZU TBR 541 TOU-
RING25 MT (PANTHER 
TOURING)

NO RANGKA : MHCTBR54F4K260134
NO MESIN : E260134
NO BPKB : D1197863

BPKB HILANG
NOPOL : DN 2362 NP
NAMA : WIWIK RIKANA
ALAMAT : JL. YOJOKODI NO. 47 

PALU RT/RW 005/002 
KEL. BESUSU TENGAH 
KEC. PALU TIMUR KOTA 
PALU 

MERK/TYPE : HONDA/ACH 1M21B04 
A/T

NO RANGKA : MH1JFM228EK010578
NO MESIN : JFM2E-1992416
NO BPKB : L04466819S1

BPKB HILANG

TOYOTA-CALYA-G 1.2 MT 2019 DN1914NR. 
TOYOTA-ALLNEWVELOZ-1.5 MT DF 2022 
DM1073AW. TOYOTA-CALYA-G 1.2 MT 2020 
DP1353KG.

DAIHATSU-AYLA-X 1.0 MT 2022 DN1537NZ. 
DAIHATSU-AYLA-X 1.0 AT 2016 DP1063EG.

HONDA-VARIO-150ESPEXCLUSIVE 2019 
DC2761XL.

YAMAHA-MIO-M3 125 CW 2022 DN5892DW. 
HONDA-GENIO-CBS 2020 DN3356DX.

HONDA-VARIO-125FICBSISS 2022 DN-
2870MW.

SUZUKI CARRY-FUTURA 1.5 PU WIDE DECK 
2015 DN8309EA.

TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT 
2014 DN1314CD

PT BFI FINANCE PALU
(0451-422678)

Penawaran Atas Unit :

Melihat kondisi darurat 
di lapangan, Rumah Zakat 
menyalurkan bantuan be-

SULTENG RAYA - Pre-
siden AS Donald Trump 
mengatakan AS meluncur-
kan 'operasi ekonomi paling 
melumpuhkan' terhadap 
Iran. Hal ini ia sampaikan 
menyusul kegagalan negara 
adidaya itu melumpuhkan 
Iran lewat serangan militer.

“AS MENJALANKAN 
OPERASI EKONOMI PA-
LING MELUMPUHKAN 
YANG PERNAH DILAKU-
KAN TERHADAP NEGA-
RA MANA PUN, " ujarnya 
dalam sebuah unggahan di 
Truth Social, Kamis.

AS sedianya telah beru-
lang kali menerapkan dan 
menambah sanksi ekonomi 
pada Iran sejak revolusi 
Islam pada 1979. Sanksi pu-
luhan tahun itu mematikan 
bagi warga Iran karena ber-
dampak juga pada layanan 
dasar seperti kesehatan.

Bagaimanapun, Iran me-
nemukan caranya bertahan 
dari sanksi brutal tersebut 
dengan memperkuat ke-
mandirian ekonomi dan te-
knologi. Sejak Februari lalu, 
AS bersama Israel melaku-
kan serangan besar-besaran 
ke Iran dengan tujuan meng-
gulingkan rezim. Serangan 
yang menewaskan pemim-
pin tertinggi Ali Khamenei 
dan ribuan warga Iran itu 
gagal membuat Iran takluk 
dan justru membahayakan 
sekutu AS di kawasan.

Trump sesumbar men-
gatakan, "Tidak ada se-
orangpun yang memberi-
kan kesempatan lebih besar 
kepada Republik Islam Iran 
untuk mencapai kesepa-
katan selain saya. " 

"SAYANGNYA, bagi me-
reka, mereka gagal meman-
faatkannya.Oleh karena itu, 
hari ini, saya mengumum-
kan OPERASI EKONOMI 
PALING MELUMPUHKAN 
YANG PERNAH DILAKU-
KAN TERHADAP NEGA-
RA MANA PUN!"

Ia memperingatkan bah-
wa "Ini akan menjadi Perang 
Ekonomi dan Isolasi dalam 
skala yang belum pernah 
terjadi sebelumnya." Ia men-
gulangi klaimnya bahwa 
"Angkatan laut mereka telah 
lenyap, angkatan udara me-
reka hancur, pabrik-pabrik 
militer mereka kini tinggal 
puing, mata uang mereka 
tidak bernilai, dan negara 
mereka berada di ujung 
tanduk." 

"Hari ini, saya juga men-
gumumkan bahwa negara 
MANA PUN yang membi-
arkan lembaga keuangan, 
bisnis, bandara, atau entitas 
pemerintahnya memberi-
kan bantuan penyelamatan 
apa pun kepada Iran akan 
menghadapi Konsekuensi 
Ekonomi yang SANGAT 
BESAR," ujarnya. 

Ia menambahkan, "Penye-
lundupan minyak, fasili-
tas pertukaran mata uang 
(swap lines), transfer uang 
tunai, tempat penukaran 
mata uang, registrasi kapal, 
perusahaan boneka — Se-
mua itu harus dihentikan 
SEKARANG." Ia menyata-
kan AS telah mencatat pi-

RUMAH Zakat mengerahkan tim relawan untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi para 
warga terdampak bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). FOTO: 
RUMAH ZAKAT

Rumah Zakat 
Salurkan 800 Paket 

Makanan untuk 
Penyintas Gempa NTT

SULTENG RAYA - Rumah Zakat menger-
ahkan tim relawan untuk mendistribusikan 
bantuan kemanusiaan bagi para warga ter-
dampak bencana gempa bumi yang melanda 
wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Lokasi 
penyaluran kali ini berada titik pos pengung-
sian yang berada di Desa Nangahale, Keca-
matan Talibura, Kabupaten Sikka.

rupa 800 paket makanan 
siap saji guna memenuhi 
kebutuhan nutrisi harian 
para pengungsi yang be-
lum dapat memasak secara 
mandiri.

Aksi kemanusiaan ini 
melibatkan 10 orang per-
sonil relawan Rumah Zakat 
yang bekerja sama secara 
bahu-membahu dengan 
warga setempat di pos pen-
gungsian Desa Nangahale. 
Keterlibatan warga lokal 
turut mempercepat proses 
pendistribusian agar ban-
tuan dapat segera diterima 

oleh para penyintas.
Salah seorang warga men-

gungkapkan rasa terima 
kasih kepada Rumah Za-
kat dan para donatur atas 
bantuan yang diberikan. Ia 
mengatakan, sejak rumah-
nya tidak dapat ditempati 
dan keluarganya harus men-
gungsi, kebutuhan makanan 
menjadi salah satu hal yang 
paling dikhawatirkan. 

"Kami sekeluarga dan 
warga di sini sangat berte-
rima kasih kepada Rumah 
Zakat dan para donatur. 
Sejak rumah kami tidak 
bisa ditinggali dan harus 
mengungsi, urusan makan 
menjadi hal yang paling 
kami khawatirkan. Dengan 
adanya bantuan 800 paket 
makanan siap saji ini, kami 
sangat terbantu karena tidak 
perlu bingung lagi memikir-
kan kebutuhan konsumsi 
harian di posko pengungsi-
an," ungkap salah satu war-
ga dengan penuh haru.RPB

BILLBOARD menampilkan wajah Presiden AS Donald Trump ter-
pampang di salah satu jalan di Teheran, Iran, Senin (27/7/2026). 
FOTO: EPA

Trump Umumkan Sanksi Ekonomi 
Paling Mematikan Terhadap Iran

hak-pihak yang melakukan 
transaksi dengan Iran.

"Ini akan menjadi D-Day 
Ekonomi," ujarnya merujuk 
serangan besar-besaran AS 
ke Pantai Normandia di 
Prancis pada Perang Dunia 
II.

Trump juga menyeru-
kan kepada sekutu untuk 
berdiri bersama Amerika 
Serikat guna mengisolasi, 
dan mengalahkan, anca-
man Iran. "Para orang gila 
ini sedang terdesak, dan 
LANGKAH-LANGKAH 
BERSEJARAH ini akan me-
lumpuhkan mereka serta 
kemampuan mereka untuk 
menyebarkan teror ke se-
luruh dunia," kata Trump.

Gubernur Bank Sentral 
Iran, Abdolnaser Hemmati, 

mengatakan bahwa tidak 
ada satu pun dana per-
bankan luar negeri milik 
negara tersebut yang telah 
dikembalikan, meskipun 
terdapat kesepakatan pada 
bulan Juni dengan Ame-
rika Serikat yang secara 
sementara menangguhkan 
sejumlah sanksi perbankan 
dan ekonomi.

"Sejauh ini, tidak ada dana 
dari aset yang dibekukan 
tersebut yang telah dicair-
kan berdasarkan ketentu-
an kesepakatan itu," ujar 
Hemmati kepada lembaga 
penyiaran negara Iran, IRIB.

Nota Kesepahaman bulan 
Juni, yang bertujuan men-
gakhiri ketegangan selama 
berbulan-bulan antara AS 
dan Iran, telah berakhir 

masa berlakunya pada hari 
Senin. Hemmati juga men-
gatakan bahwa penurunan 
pendapatan dari sektor 
minyak dan pajak telah 
berdampak buruk pada 
perekonomian negara.

"Meskipun harapan dan 
tuntutan masyarakat akan 
perbaikan sangat dihargai 
dan beralasan, penurunan 
yang terjadi secara bers-
amaan pada pendapatan 
minyak, pendapatan pajak, 
dan iuran jaminan sosial 
telah memengaruhi seluruh 
sektor serta pilar perekono-
mian negara," ujarnya.

Menurut kantor berita 
Iran, Fars, Ketua Parlemen 
Iran Mohammad Bagher 
Ghalibaf menyatakan bah-
wa AS ingin "menjarah ne-
gara-negara di kawasan 
tersebut".

"Amerika telah mendekati 
negara-negara Teluk Persia 
dan kawasan ini untuk men-
jarah sumber daya mereka," 
ujarnya dalam pertemuan 
dengan Presiden Irak di 
Baghdad, sebagaimana di-
laporkan Fars.

"Iran, Irak, dan bangsa 
mereka yang besar telah 
menyadari bahwa masa-
lah terbesar dan penyebab 
utama segala persoalan di 
kawasan ini adalah Ame-
rika. Pihak Amerika telah 
kalah dalam perang ketiga 
yang dipaksakan, baik dari 
segi militer maupun politik," 
katanya.RPB

SULTENG RAYA - PT 
ASDP Indonesia Ferry (Per-
sero) terus mengoptimalkan 
peran tersebut melalui dua 
armada tangguh, KMP Ile 
Labalekan dan KMP Ile Ape, 
yang dikerahkan untuk men-
dukung penanganan dan 
pemulihan pascagempa di 
NTT. Direktur Utama ASDP 
Heru Widodo mengatakan 
keduanya membawa dukun-
gan yang berbeda sesuai ke-
butuhan di lapangan, namun 
memiliki tujuan yang sama 
yakni membantu memperce-
pat masyarakat dan wilayah 
terdampak untuk kembali 
bangkit.

"Sebagai bagian dari du-
kungan kemanusiaan, mo-
bilisasi personel, kendaraan, 
peralatan, dan bantuan pe-
nanganan bencana melalui 
kedua armada tersebut tidak 
dipungut biaya," ujar Heru 
dalam keterangan tertulis di 
Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Heru menyampaikan du-
kungan ini merupakan ben-
tuk komitmen ASDP untuk 
membantu memastikan ke-
butuhan penanganan darurat 
dapat bergerak cepat menuju 
masyarakat terdampak. Heru 
menegaskan KMP Ile Ape di-
berangkatkan dari Pelabuhan 
Kewapante, Maumere, menu-
ju Palue, Kabupaten Sikka.

"Kapal membawa personel 

ASDP Kerahkan Dua Armada 
Tangguh Bantu Pemulihan NTT

Polres Sikka, tenaga medis, 
kendaraan, serta alat berat 
yang dibutuhkan untuk men-
dukung proses evakuasi dan 
penanganan material akibat 
bencana," lanjut Heru.

Dalam situasi darurat, ucap 
Heru, konektivitas penyebe-
rangan memiliki peran stra-
tegis karena memungkinkan 
personel, tenaga medis, per-
alatan, dan sumber daya ber-
gerak menuju wilayah yang 
membutuhkan dukungan. 
ASDP, lanjut Windy, terus 
berkomitmen mendukung 
penanganan bencana di NTT 
melalui konektivitas penyebe-
rangan yang kami miliki.

"Mobilisasi personel, tenaga 
medis, maupun alat berat 
menjadi bagian penting untuk 
mempercepat proses penan-
ganan dan pemulihan di wi-
layah terdampak," ucap Heru. 
Heru menjelaskan KMP Ile 
Ape bertolak dari Kewapante 
pada pukul 17.30 WITA dan 
tiba di Palue pada pukul 22.25 
WITA. Pelayaran tersebut 
membawa 35 penumpang 
dewasa, terdiri atas anggota 
Polres Sikka, termasuk lima 
dokter, serta kendaraan dan 
peralatan pendukung penan-
ganan bencana.

Heru memaparkan muatan 
yang dibawa meliputi enam 

unit kendaraan Golongan II 
R-2, tiga unit kendaraan Go-
longan IV Barang R-4, serta 
dua unit alat berat excavator 
Golongan IX. Peralatan terse-
but akan dimanfaatkan untuk 
membantu proses evakuasi 
dan penanganan material di 
wilayah terdampak bencana 
di Palue, Kabupaten Sikka.

Sebelumnya, KMP Ile La-
balekan juga telah dikerahkan 
untuk mendukung mobilisasi 
bantuan bagi masyarakat ter-
dampak gempa di NTT.

"Kehadiran kedua armada 
tersebut memperkuat peran 
ASDP dalam memastikan ke-
butuhan penanganan bencana 
dapat bergerak melalui jalur 
penyeberangan," kata Heru.

Corporate Secretary ASDP 
Windy Andale menegaskan, 
dukungan kemanusiaan tetap 
dilakukan dengan menguta-
makan keselamatan pelayaran 
dan kesiapan operasional. 
Dalam setiap mobilisasi ban-
tuan, ucap Windy, kesela-
matan pelayaran tetap men-
jadi prioritas. "KMP Ile Ape 
diberangkatkan setelah mel-
alui koordinasi dengan pihak 
terkait dan memperoleh izin 
operasi dari KSOP setempat. 
Kondisi kapal dan seluruh 
crew juga dalam keadaan baik 
dan sehat," ujar Windy. RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

BAYANG-bayang kekhawatiran 
kembali memayungi ruang pu-
blik Palu dan Sulawesi Tengah 
seiring mencuatnya isu potensi 

gempa megathrust. Di kawasan yang 
menyimpan luka mendalam akibat tragedi 
kelam 2018 berupa kombinasi gempa, tsuna-
mi, dan likuefaksi yang merenggut ribuan 
nyawa, kembali munculnya istilah geologi 
ini wajar jika memicu kejut trauma kolektif. 
Namun, membiarkan wacana kebencanaan 
bereskalasi menjadi kepanikan massal tanpa 
basis edukasi yang jernih justru akan men-
ciptakan ancaman baru: kelumpuhan sosial 
dan psikologis yang sama merusaknya 
dengan bencana fisik itu sendiri.

Pernyataan Kepala Stasiun Geofisika Ke-
las I Palu, Djati Cipto Kuncoro, hadir sebagai 
penawar yang tak hanya menenangkan, 
tetapi juga berdiri di atas pijakan ilmiah 
yang kokoh. Penjelasannya memberikan 
perspektif baru atas dinamika geofisika di 
kawasan tersebut. Rentetan gempa berskala 
kecil yang kerap mengguncang Palu, Sigi, 
dan sekitarnya diartikan sebagai proses 
pelepasan energi tektonik secara pelepasan 
berkala (gradual energy release). 

Secara teoritis, dinamika ini mencegah ter-
jadinya pelepasan energi dalam skala amat 
dahsyat sekaligus. Catatan BMKG mengenai 
3.596 kejadian gempa di Kabupaten Sigi dan 
sekitarnya sepanjang periode 2021 hingga 
2026 seyogianya tidak dipandang semata 
sebagai ancaman kemalangan, melainkan 
petunjuk bahwa bumi tempat kita berdiri 
memang berdenyut dan dinamis.

Realitas geofisika ini menyodorkan dua 
landasan mendasar yang wajib dipahami 
publik dan pemangku kebijakan. Pertama, 
hingga saat ini belum ada teknologi atau sains 
yang mampu memprediksi tanggal, jam, dan 
menit terjadinya gempa bumi secara akurat. 
Kedua, posisi geografis Sulawesi Tengah yang 
berada di atas persimpangan sesar aktif dan 
zona subduksi adalah ketetapan alam yang 
tak mungkin diubah atau dihindari.

Atas dasar itulah, cara pandang kita ter-
hadap isu megathrust harus ditransformasi-
kan secara mendasar: dari narasi ketakutan 
dan kegentingan yang melumpuhkan men-
jadi ruang edukasi serta mitigasi yang mem-
berdayakan. Menghadapi potensi bencana 
tak bisa dilakukan dengan penyangkalan 
(denial), melainkan dengan kesiapsiagaan 
mandiri berbasis sains. Di titik inilah peme-
rintah daerah, badan penanggulangan ben-
cana, dan aparat terkait memikul tanggung 
jawab moral yang besar. Literasi bencana 
harus disalurkan secara berkala, transparan, 
dan terukur agar masyarakat tidak mudah 
terombang-ambing oleh disinformasi dan 
rumor liar yang berkembang di media sosial.

Langkah mitigasi tidak boleh hanya ber-
henti pada imbauan di atas kertas, melain-
kan harus terintegrasi penuh dalam struktur 
kehidupan sehari-hari. Penegakan aturan 
tata ruang yang berbasis peta kerawanan 
bencana, penerapan standar konstruksi 
bangunan tahan gempa secara ketat, hingga 
pelatihan evakuasi mandiri yang digelar 
secara rutin di tingkat RT, sekolah, dan 
perkantoran harus menjadi budaya baru. 
Kesiapsiagaan institusional yang berpadu 
dengan ketahanan masyarakat adalah ben-
teng paling efektif untuk menekan risiko 
korban jiwa dan kerugian material.

Bumi Sulawesi Tengah memang akan terus 
bergerak dan mencari keseimbangannya. 
Kita tidak bisa menghentikan pergeseran 
lempeng tektonik, namun kita memegang 
kendali penuh atas cara kita meresponsnya. 
Ketangguhan warga dalam menyerap infor-
masi berbasis fakta, serta kedisiplinan dalam 
menjalankan mitigasi, adalah modal utama 
untuk keluar dari bayang-bayang ketakutan 
dan membina masa depan yang lebih siap 
menghadapi bencana. **
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Pemerintah Siapkan MBG 2027 
Lebih Presisi dan Tepat Sasaran

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) me-
masuki fase penting dalam perjalanan kebijakan 
sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subi-
anto. Setelah pelaksanaannya terus diperluas 
sepanjang 2026, pemerintah mulai menyiapkan 
pembenahan untuk memastikan MBG pada 
2027 semakin presisi, bersih dalam tata kelola, 
efisien dalam penggunaan anggaran, serta tepat 
manfaat bagi masyarakat. 

LANGKAH ini men-
unjukkan bahwa 
pemerintah tidak 
hanya berorientasi 

pada perluasan cakupan, 
tetapi juga pada peningkatan 
kualitas pelaksanaan.

Kepala Badan Gizi Nasional 
(BGN) Sudaryono menempat-
kan ketepatan data sebagai 
fondasi utama pembenahan 
MBG. BGN tengah merapikan 
dan mengintegrasikan sistem 
data lintas kementerian dan 
lembaga untuk memastikan 
tidak terdapat identitas ganda 
dalam daftar penerima man-
faat. Langkah ini dilakukan 
melalui koordinasi dengan 
berbagai institusi yang memi-
liki basis data pendidikan, ke-
sehatan, kependudukan, dan 
kelompok sasaran program.

Sudaryono mengungkap-
kan bahwa proses pemutakhi-
ran tersebut mencakup pe-
nanganan sekitar enam juta 
data yang perlu dirapikan. 
Pembenahan menjadi penting 
untuk memastikan manfaat 
program benar-benar diteri-
ma kelompok yang berhak 
dan tidak terganggu per-
soalan administrasi atau pen-

OLEH : RADJIMAN ARIF*) 

karena kebutuhan intervensi 
gizi relatif besar. Pendekatan 
berbasis data memungkinkan 
pemerintah menempatkan 
sumber daya pada wilayah 
yang benar-benar membutuh-
kan sehingga manfaat MBG 
tidak hanya luas, tetapi juga 
semakin tepat.

Pembenahan di sisi pelaksa-
naan kemudian berkaitan 
langsung dengan pengelolaan 
anggaran. Menteri Keuangan 
Purbaya Yudhi Sadewa meli-
hat peluang agar kebutuhan 
anggaran MBG pada 2027 
dapat dikelola lebih efisien. 
Berdasarkan perkembangan 
program dan langkah pem-
benahan yang dilakukan, ia 
menilai efisiensi pada pelaksa-
naan tahun berjalan dapat 
memengaruhi kebutuhan 
anggaran pada tahun berikut-
nya. Pemerintah tidak hanya 
berorientasi pada besarnya 
anggaran, melainkan juga 
efektivitas setiap rupiah yang 
digunakan.

Purbaya menyampaikan 
bahwa anggaran MBG dalam 
RAPBN 2027 berada di kis-
aran Rp240 triliun. Namun, 
ia membuka peluang adanya 
penghematan berdasarkan 
perkembangan pelaksanaan 
dan hasil pembenahan yang 
dilakukan BGN. Perspektif 
tersebut penting karena pro-
gram publik berskala besar 
harus menjaga keseimbangan 
antara perluasan manfaat, 
kualitas pelayanan, dan di-
siplin fiskal. Efisiensi yang 
terukur juga dapat menjaga 
ruang fiskal untuk mendu-
kung agenda pembangunan 
nasional lainnya.

Efisiensi dalam konteks 
MBG tidak semestinya di-

maknai sebagai pengurangan 
manfaat bagi masyarakat. 
Sebaliknya, efisiensi menjadi 
instrumen untuk memastikan 
anggaran digunakan pada 
kebutuhan yang benar-benar 
produktif dan tepat sasaran. 
Ketika data penerima semakin 
akurat, potensi layanan ganda 
dapat ditekan. Ketika operasi-
onal dapur semakin terstan-
dar, kualitas dan keamanan 
makanan dapat lebih terjaga. 
Dengan demikian, efisiensi 
dan kualitas seharusnya ber-
jalan dalam satu arah.

Dimensi berikutnya adalah 
penguatan tata kelola dan 
kepercayaan publik. Staf Khu-
sus Wakil Presiden RI Nico 
Harjanto menilai perbaikan 
tata kelola dan efisiensi ang-
garan MBG dapat memper-
kuat disiplin fiskal sekaligus 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap program 
pemerintah. Menurutnya, 
pemanfaatan teknologi dan 
sistem yang andal dapat mem-
buat penyaluran program 
semakin tepat sasaran serta 
membantu menekan potensi 
kebocoran.

Nico juga melihat MBG 
memiliki dampak yang lebih 
luas apabila pelaksanaannya 
memberi perhatian kepada 
daerah 3T dan melibatkan 
kekuatan ekonomi lokal. Pe-
libatan UMKM, pelaku usaha, 
serta masyarakat di sekitar 
rantai penyediaan makanan 
dapat memperluas manfaat 
program. Dengan pende-
katan tersebut, MBG tidak 
hanya menjadi instrumen 
pemenuhan gizi, tetapi juga 
berpotensi mendorong per-
putaran ekonomi di berbagai 
daerah.

Perkembangan terkini men-
unjukkan pembenahan tata 
kelola terus dilakukan. BGN 
juga berupaya meningkatkan 
kualitas pertanggungjawa-
ban keuangan melalui pen-
guatan kapasitas pengelola 
administrasi dan akuntansi 
di SPPG. Langkah tersebut 
memperlihatkan keseriusan 
pemerintah untuk memas-
tikan dana yang digunakan 
dalam pelaksanaan MBG 
dapat dikelola secara kredibel 
dan dipertanggungjawabkan 
sebagai uang rakyat.

Persiapan menuju MBG 
2027 pada akhirnya memperli-
hatkan kematangan proses ke-
bijakan pemerintah. Program 
besar tidak dibiarkan berjalan 
tanpa evaluasi, melainkan 
terus diperbaiki berdasarkan 
pengalaman pelaksanaan. 
Pembenahan data membuat 
program semakin presisi, 
efisiensi anggaran menjaga 
keberlanjutan fiskal, sedang-
kan penguatan tata kelola 
memastikan manfaat program 
benar-benar sampai kepada 
masyarakat.

Jika konsistensi pembena-
han ini terus dijaga, MBG 2027 
berpeluang menjadi program 
yang lebih matang. Pemerin-
tah telah menunjukkan bahwa 
perluasan manfaat harus ber-
jalan bersama akurasi data, 
keamanan pelayanan, disiplin 
anggaran, dan akuntabili-
tas. Dengan fondasi tersebut, 
MBG dapat membuktikan 
kehadiran negara dalam 
meningkatkan kualitas gizi 
masyarakat sekaligus mem-
bangun kebijakan publik yang 
lebih presisi, bersih, dan tepat 
manfaat. *) Penulis merupakan 
pengamat kebijakan publik

catatan yang tumpang tindih. 
Dengan data yang semakin 
terintegrasi, pemerintah me-
miliki dasar yang lebih kuat 
untuk menentukan sasaran 
dan kebutuhan program se-
cara akurat.

Perbaikan yang dilaku-
kan BGN juga tidak berhenti 
pada persoalan data peneri-
ma. Sudaryono mendorong 
penguatan standar operasi-
onal, termasuk pemenuhan 
Sertifikat Laik Higiene dan 
Sanitasi bagi Satuan Pelay-
anan Pemenuhan Gizi (SPPG). 
Perhatian terhadap standar 
dapur menjadi penting ka-
rena kualitas makanan dan 
keamanan penerima manfaat 
harus berjalan seiring dengan 
perluasan program. Ketepatan 
sasaran, dengan demikian, 
harus didukung pelayanan 
yang aman dan dapat diper-
tanggungjawabkan.

Pemerintah juga memperce-
pat pembangunan dan aktiva-
si SPPG di wilayah tertinggal, 
terdepan, dan terluar atau 
3T. Wilayah seperti Papua, 
Nusa Tenggara Timur, Ma-
luku, dan daerah terpencil 
lainnya menjadi perhatian 

KITA mengenal 
betul pola sesu-
dahnya. Mangga-
la Agni bergerak, 

tim gabungan turun, water 
bombing dilakukan jika di-
perlukan, lalu penegakan 
hukum mengejar siapa yang 
bertanggung jawab. Negara 
sebenarnya tidak kekurangan 
pengalaman menghadapi api.

Yang mengusik saya justru 
hal lain. Pada saat kebakaran 
kembali terjadi, DPR sedang 
memproses perubahan keem-
pat Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehu-
tanan. Hasil harmonisasinya 
telah disetujui Badan Legislasi 
(Baleg) pada 20 Juli 2026 dan 
RUU ini sedang bergerak 
menuju pembahasan bersama 
Pemerintah.

Momentum keduanya sehar-
usnya bertemu.

Saya membaca draf RUU 
hasil harmonisasi dengan satu 
pertanyaan: Setelah lebih dari 
seperempat abad, apakah cara 
hukum kehutanan kita meng-
hadapi kebakaran juga sedang 
diperbarui?

Jawabannya belum meyakinkan.

KEBAKARAN hutan kembali menjadi berita 
pada 2026. Data SiPongi Kementerian Kehu-
tanan mencatat 107.465 hektare (Ha) hutan dan 
lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juni. 
Sebanyak 54 persen berada di kawasan hutan. 
Memasuki Agustus, titik panas kembali me-
ningkat di sejumlah wilayah dan operasi pema-
daman diperkuat.

RUU ini memang tidak men-
gabaikan api. Pasal 50 tetap 
melarang pembakaran hutan. 
Pasal 65A yang baru bahkan me-
masukkan keamanan dan keba-
karan hutan ke dalam basis data 
kehutanan. Ada pula Pasal 58A 
tentang pendanaan penyelengga-
raan kehutanan, serta penguatan 
rehabilitasi dan reklamasi.

Namun, dalam draf yang se-
dang dibahas, Pasal 47 sampai 
Pasal 49 justru tidak termasuk 
ketentuan yang diubah.

Padahal di sanalah fondasi 
perlindungan hutan kita bera-
da. Sejak 1999, Pasal 47 sudah 
menyebut kebakaran sebagai 
ancaman yang harus dicegah 
dan dibatasi. Pasal 48 membagi 
tanggung jawab perlindungan 
hutan antara pemerintah, peme-
gang izin, dan pemegang hak.

Artinya, persoalan kita bu-
kan karena UU Kehutanan 
tidak mengenal kebakaran. 
Persoalannya adalah apakah 
arsitektur yang dibangun lebih 
dari dua dekade lalu masih cu-
kup untuk menghadapi risiko 
hari ini.

Pertanyaan itu terasa lebih 
penting ketika api muncul di 
kawasan konservasi.

Kebakaran Taman Nasio-
nal Bromo Tengger Semeru 
pada Agustus lalu ditangani 
Manggala Agni bersama Balai 
Besar TNBTS, TNI, Polri, BPBD, 
relawan, dan masyarakat. Kerja 
bersama seperti ini tentu diper-
lukan. Tidak masuk akal berha-
rap satu institusi menghadapi 
kebakaran besar sendirian.

Tetapi kasus itu juga memper-
lihatkan sesuatu yang jarang 
dibicarakan.

Pengelolaan kawasan konser-
vasi berada dalam struktur kon-
servasi sumber daya alam dan 
ekosistem. Sementara fungsi 
khusus pengendalian kebaka-
ran hutan, termasuk Direkto-
rat Pengendalian Kebakaran 
Hutan, Balai Pengendalian Ke-
bakaran Hutan dan Manggala 
Agni, berada dalam struktur 
Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum Kehutanan.

Pembagian fungsi tersebut ti-
dak otomatis bermasalah. Yang 
perlu diuji adalah apakah ia 
membuat kemampuan respons 
cukup dekat dengan kawasan 
ketika api pertama kali muncul.

Sebab api tidak terlalu peduli 
pada bagan organisasi.

Di taman nasional, per-
soalannya bahkan lebih rumit. 
Ada habitat yang harus dilin-
dungi, medan sulit, sumber air 
terbatas, masyarakat sekitar 
kawasan, aktivitas wisata, dan 
pengunjung yang juga harus 
diselamatkan. Kesiapsiagaan 
di kawasan semacam itu tidak 
semestinya baru dibicarakan 
ketika asap sudah terlihat.

Di sinilah RUU Kehutanan 
masih mempunyai ruang untuk 
diperkuat.

Pasal 65A jangan berhenti 
menjadikan kebakaran se-
bagai data. Data itu harus 
menjadi dasar penentuan 
risiko kawasan. Dari sana pe-
merintah dapat menetapkan 
standar kesiapsiagaan yang 
berbeda sesuai karakter ka-
wasan: kebutuhan personel, 
sarana pemadaman, jalur 
evakuasi, sistem komunikasi, 
akses air, sampai kemampu-
an memperoleh dukungan 
udara.

Pasal 58A juga membuka 
ruang yang menarik. Pen-
danaan penyelenggaraan 
kehutanan tidak harus dibaca 
sebagai kewajiban APBN dan 
APBD semata. Terutama pada 
kawasan konservasi yang 
sekaligus menghasilkan nilai 
ekonomi.

Saya kira kita perlu mulai 
berani membicarakan ini.

Negara tidak boleh menyer-
ahkan otoritas konservasi 
kepada swasta. Zonasi, perl-
indungan biodiversitas, pen-
gawasan, dan penegakan 
hukum harus tetap menja-
di tanggung jawab negara. 
Tetapi pihak yang mempero-
leh manfaat ekonomi dari 
kawasan tidak seharusnya 
hanya menikmati pendapatan 
sementara seluruh biaya risi-
ko ditanggung publik.

Ada pelajaran sederhana 
dari Kanada. Parks Cana-
da pada 2026 mengontrak 
operator helikopter swasta 
untuk mendukung penge-
lolaan kebakaran di kawasan 
taman. Helikopter tersebut 
digunakan untuk membawa 
personel dan peralatan, pen-
giriman air, hingga opera-
si penyelamatan di medan 

pegunungan. Negara tidak 
kehilangan kewenangannya. 
Negara justru memastikan 
kapasitas yang mahal terse-
dia ketika dibutuhkan tanpa 
harus memiliki semuanya 
sendiri. 

Indonesia tidak perlu menyalin 
model itu mentah-mentah. 
Tetapi prinsipnya relevan.

Pada kawasan konserva-
si dengan kegiatan wisata 
atau pemanfaatan ekonomi, 
pelaku usaha dapat diwajib-
kan ikut menyediakan atau 
membiayai kapasitas tanggap 
darurat sesuai skala usaha 
dan risiko kawasan. Ben-
tuknya bisa berupa peralatan, 
personel terlatih, komunikasi 
darurat, dukungan patroli, 
sistem evakuasi, hingga kon-
trak akses helikopter untuk 
penyelamatan dan pemada-
man. Beberapa operator bah-
kan dapat berbagi satu sistem 
tanggap darurat kawasan di 
bawah komando pemerintah.

Hak ekonomi harus datang ber-
sama tanggung jawab terhadap 
risiko.

Karena itu, pembahasan 
RUU Kehutanan sebaiknya 
tidak berhenti pada larangan 
membakar dan sanksi setelah 
kebakaran terjadi. Pasal-pa-
sal mengenai perlindungan 
hutan perlu ikut dievaluasi. 
RUU perlu memberi mandat 
yang lebih jelas tentang ke-
siapsiagaan berbasis risiko, 
pembagian tanggung jawab 
antarpengelola, serta pembia-
yaan pencegahan dan tanggap 
darurat. Penulis merupakan Ma-
hasiswa Doktor Ilmu Pengelolaan 
Sumberdaya Alam dan Lingkun-
gan, IPB University *Jawa Pos

Api yang Belum Dijawab RUU Kehutanan
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SULTENG RAYA - Peme-
rintah dan DPR RI menar-
getkan penciptaan 2,57 juta 
hingga 3,49 juta lapangan 
kerja baru pada 2027. Dari 
target tersebut, proporsi 
penciptaan lapangan kerja 
formal ditetapkan sebesar 
40,81 persen.

Target itu menjadi bagian 
dari sasaran pembangunan 
yang disepakati Komisi XI 
DPR RI bersama pemerintah 
dalam rapat kerja pemba-
hasan RAPBN 2027, Rabu 
(2/9/2026). Pada saat yang 
sama, tingkat pengangguran 
terbuka ditargetkan berada 
di kisaran 4,30-4,87 persen.

Ketua Komisi XI DPR 
RI Mukhamad Misbakhun 
mengatakan penciptaan 
tenaga kerja formal menjadi 
bagian dari agenda trans-
formasi ekonomi nasional. 
Pemerintah diarahkan mem-
perkuat produktivitas, inve-
stasi, hilirisasi, dan indus-
trialisasi untuk mendorong 
pertumbuhan yang lebih 
tinggi sekaligus mencipta-
kan lapangan kerja.

“Pemerintah akan men-
gupayakan berbagai agen-
da transformasi ekonomi 
nasional, antara lain upaya 
peningkatan produktivi-
tas, penguatan investasi, 
penurunan ICOR, hiliri-
sasi, serta industrialisasi 
sebagai instrumen utama 
untuk memperkuat per-
tumbuhan ekonomi yang 
lebih tinggi dan inklusif 
yang ditujukan untuk pen-
ciptaan tenaga kerja formal 
dan peningkatan kesejah-
teraan masyarakat,” kata 
Misbakhun.

Upaya tersebut berjalan 
seiring dengan target per-
tumbuhan ekonomi 2027 
sebesar 6 persen. Untuk 
menopangnya, investasi 
atau pembentukan modal 
tetap bruto (PMTB) ditarget-
kan tumbuh 7 persen.

Konsumsi rumah tang-
ga ditargetkan tumbuh 5,4 
persen dan konsumsi peme-

rintah 5,6 persen. Sementara 
itu, ekspor barang dan jasa 
ditargetkan tumbuh 7,5 per-
sen dan impor 8,7 persen. 

Dari sisi produksi, peme-
rintah menyiapkan target 
pertumbuhan pada sejumlah 
sektor. Sektor jasa lainnya 
ditargetkan tumbuh 11,1 per-
sen, menjadi yang tertinggi. 
Berikutnya, penyediaan ako-
modasi dan makan minum 
9,4 persen, transportasi dan 
pergudangan 8,9 persen, ser-
ta informasi dan komunikasi 
8,1 persen.

Industri pengolahan di-
targetkan tumbuh 6,1 per-
sen, perdagangan besar 
dan eceran serta reparasi 
mobil dan motor 6,5 persen, 
konstruksi 5,6 persen, dan 
pertanian, kehutanan, serta 
perikanan 5,4 persen.

Menteri Keuangan Purba-
ya Yudhi Sadewa mengata-
kan pemerintah akan me-
nindaklanjuti kesepakatan 
yang dicapai bersama DPR 
dalam penyusunan RAPBN 
2027. “Kami menyampaikan 
apresiasi dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya 
kepada pimpinan dan se-
luruh anggota Komisi XI 
DPR RI atas dukungan yang 
solid dalam serangkaian 
pembahasan asumsi dasar 
ekonomi makro RAPBN 
Tahun 2027 yang berjalan 
dinamis dan konstruktif, 
sehingga menghasilkan ko-
mitmen yang kuat untuk 
mendorong arah kebijakan 
fiskal tahun 2027 yang sema-
kin efektif untuk akselerasi 
pertumbuhan dan kesejah-
teraan,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan 
pemerintah akan meng-
gunakan hasil pembahasan 
tersebut dalam penyem-
purnaan kebijakan RAPBN 
2027. “Pemerintah akan 
menindaklanjuti dan mem-
pedomani seluruh masukan, 
pandangan, dan saran serta 
kesepakatan yang dicapai 
hari ini untuk penyempur-
naan kebijakan dalam pen-

RAPBN 2027 Targetkan hingga 
3,49 Juta Lapangan Kerja Baru

SULTENG RAYA - PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk atau BRI mencatat 
pertumbuhan kredit yang 
kuat hingga akhir triwulan 
II 2026. Penyaluran kre-
dit mencapai Rp1.646 tri-
liun, tumbuh 16,2% secara 
tahunan (year-on-year/yoy) 
dari Rp1.417 triliun pada 
periode yang sama tahun 
sebelumnya. 

Hal tersebut membuat laju 
penyaluran kredit BRI lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
pertumbuhan kredit perban-
kan nasional yang tercatat 
sebesar 12,7% yoy.

Demikian disampaikan 
oleh Direktur Utama BRI 
Hery Gunardi dalam Press 
Conference Kinerja Keuan-
gan BRI Triwulan II 2026 di 
Kantor Pusat BRI, Jakarta, 
Senin (31/8).  Dirut Hery 
mengatakan, pertumbuhan 

kredit mencerminkan in-
termediasi BRI yang tetap 
solid dalam menggerakkan 
ekonomi nasional. Capaian 
tersebut juga menunjukkan 
hasil dari agenda transfor-
masi yang secara konsisten 
dijalankan.

“Berbagai agenda trans-
formasi BRI bukan hanya 
rencana strategis ke depan, 
melainkan juga sudah kami 
eksekusi dan menunjukkan 
hasil yang positif terhadap 
kinerja BRI. Bisnis tumbuh 
semakin kuat, intermedia-
si meningkat, rasio kredit 
bermasalah menurun dan 
pada saat yang sama per-
tumbuhan tersebut mampu 
kami konversikan menjadi 
peningkatan profitabilitas,” 
ujar Hery.

Pertumbuhan kredit ter-
sebut turut mendorong per-
tumbuhan aset BRI yang 

mencapai Rp2.352 triliun, 
tumbuh 11,7% yoy. Semen-
tara itu, kemampuan BRI 
untuk menyalurkan kre-
dit ditopang pertumbuhan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) 
yang mencapai Rp1.581 tri-
liun, meningkat 6,7% yoy di-
bandingkan Rp1.482 triliun 
pada akhir Triwulan II 2025. 
Pertumbuhan DPK tersebut 
diikuti perbaikan struktur 
funding, tercermin dari rasio 
CASA yang meningkat dari 
65,5% menjadi 67,6% pada 
periode yang sama.

Di tengah ekspansi kre-
dit yang terus berjalan, 
BRI tetap menjaga kuali-
tas pertumbuhan kredit. 
Rasio kredit bermasalah 
atau Non-Performing Loan 
(NPL) membaik dari 3,0% 
pada Triwulan I 2026 men-
jadi 2,9% pada Triwulan 
II 2026. Perbaikan tersebut 

DIRUT BRI, Hery Gunardi. FOTO. DOK. BRI 

BRI: Penyaluran Kredit Capai Rp1.646 Triliun
juga diikuti penurunan Cost 
of Credit dari 3,4% menjadi 
3,1%, atau membaik sekitar 
30 basis poin.

Hery mengatakan BRI 
tidak hanya mengejar per-
tumbuhan kredit, tetapi juga 
memastikan ekspansi terse-

but menghasilkan kualitas 
aset dan profitabilitas yang 
berkelanjutan.

“Growth is back, strong. 
Kualitas pertumbuhan dari 
sisi risiko tetap kami jaga 
dan kami optimistis ke de-
pan,” ujar Hery.

Dengan fundamental yang 
kuat dan arah transformasi 
yang semakin jelas, BRI opti-
mistis dapat terus melanjut-
kan momentum positif ini ke 
depan, dengan tetap menge-
depankan prinsip kehati-ha-
tian, tata kelola yang baik, 

serta menjaga keseimbangan 
antara growth, profitability, 
dan sustainability, sehingga 
BRI dapat terus menciptakan 
nilai bagi seluruh pemangku 
kepentingan dan memberi-
kan kontribusi terbaik bagi 
perekonomian Indonesia. RHT

SULTENG RAYA - Pasar kripto 
kembali menunjukkan peningkatan 
aktivitas pada Agustus 2026 seiring 
penguatan sejumlah aset digital 
utama. Nilai transaksi aset kripto 
di Indodax selama Agustus tercatat 
Rp8,7 triliun, naik sekitar 16 persen 
dibandingkan Juli yang sebesar 
Rp7,5 triliun.

Kenaikan aktivitas perdagangan 
tersebut terjadi di tengah pen-
guatan harga sejumlah aset kripto. 
Berdasarkan data CoinMarketCap, 
Bitcoin menguat 24,36 persen dalam 
satu bulan, disusul Ethereum 32,01 
persen, XRP 28,22 persen, Solana 
41,33 persen, dan Hyperliquid 
(HYPE) 61,53 persen. 

Chief Marketing Officer Indodax 
Aloysia Dian menilai peningkatan 
volume transaksi pada Agustus 
menunjukkan aktivitas investor 
mulai kembali meningkat setelah 
pasar bergerak landai pada bulan 
sebelumnya.

“Peningkatan volume transaksi 
di Agustus menunjukkan aktivitas 
pasar mulai kembali menguat. Mo-
mentum Bitcoin ikut mendorong 
perhatian investor, sementara ber-
tambahnya jumlah investor men-
unjukkan bahwa minat terhadap 
aset kripto masih terjaga,” katanya. 

Secara nasional, nilai transaksi 
kripto pada Juli 2026 mencapai 
Rp20,52 triliun, dengan jumlah 
konsumen aset keuangan digital 
mencapai 22,93 juta di seluruh 

Indonesia. Data tersebut menunjuk-
kan besarnya basis pengguna aset 
digital di tengah pergerakan harga 
yang kembali menguat.

Aloysia mengatakan, penguatan 
sejumlah aset kripto menunjukkan 
peningkatan sentimen pasar mulai 
meluas, tidak hanya terpusat pada 
Bitcoin.

“Bitcoin masih memiliki peran 
besar dalam membentuk sentimen 
dan aktivitas pasar. Ketika aktivitas 
Bitcoin meningkat, perhatian ter-
hadap aset kripto lainnya juga dapat 
ikut menguat. Namun, setiap aset 
memiliki karakteristik dan tingkat 
risiko yang berbeda,” ujar Aloysia.

Aktivitas perdagangan pada 
Agustus juga berlangsung seiring 
membaiknya sentimen pasar global. 
Namun, pergerakan aset kripto 
tetap dipengaruhi kondisi likuiditas 
dan arah kebijakan moneter global.

“Membaiknya sentimen global 
ikut mendorong aktivitas pasar, 
tetapi kondisi tersebut tetap dapat 
berubah seiring perkembangan ke-
bijakan makroekonomi global dan 
likuiditas,” katanya.

Aloysia mengingatkan, pening-
katan transaksi tetap perlu disikapi 
secara terukur dengan mempertim-
bangkan kondisi pasar dan strategi 
masing-masing investor. Pergera-
kan harga jangka pendek juga tidak 
menjadi satu-satunya faktor dalam 
pengambilan keputusan investasi 
aset kripto. ROL

Bitcoin Menguat, 
Pasar Kripto 

Kembali Bergairah

ILUSTRASI Bitcoin. FOTO: IST
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Dukungan ini lahir dari 
kegelisahan melihat arah 
pembangunan Sulteng yang 
dinilai semakin kehilangan 
orientasi strategis di tengah 
perubahan ekonomi yang 
berlangsung sangat cepat.

Ketua Aliansi Negeri Se-
ribu Megalith, Azwar, men-
gatakan Sulawesi Tengah 
sedang menghadapi apa 
yang disebutnya sebagai 
krisis pembangunan. Kri-
sis tersebut, terlihat dari 
semakin lemahnya posisi 
daerah dalam memperoleh 
manfaat fiskal dari kegiatan 
ekonomi berbasis sumber 
daya alam, perencanaan 
infrastruktur yang belum 
sepenuhnya mengikuti 
kebutuhan kawasan yang 
berkembang, terbatasnya 
akses masyarakat terhadap 
program pemberdayaan, 
serta pemerintahan yang 
terlalu sering terjebak pada 
aktivitas seremonial.

“Masalah Sulteng hari ini 
bukan karena kita kekuran-
gan sumber daya. Justru 
kita memiliki sumber daya 
alam, investasi, kawasan 
industri, dan pertumbuhan 
ekonomi yang sangat besar. 
Tetapi kekuatan ekonomi itu 
belum dikonversikan secara 
optimal menjadi kekuatan 
pembangunan daerah,” kata 
Azwar.

Menurut Azwar, per-
soalan hilangnya hak daerah 
atas Dana Bagi Hasil (DBH) 
merupakan salah satu con-
toh paling nyata bagaima-
na posisi strategis Sulteng 

dalam struktur ekonomi 
nasional belum sepenuhnya 
diterjemahkan menjadi hak 
fiskal dan kapasitas pem-
bangunan daerah. Ketika 
kegiatan pengolahan sum-
ber daya alam berlangsung 
dalam skala sangat besar di 
Sulteng, pemerintah daerah 
seharusnya memiliki ka-
pasitas untuk memastikan 
manfaat fiskal dan ekonomi 
dari kegiatan tersebut kem-
bali kepada masyarakat dan 
daerah.

Pada saat yang sama, 
pembangunan infrastruktur 
dinilai belum selalu berge-
rak berdasarkan satu desain 
besar mengenai ke mana 
arah pertumbuhan ekonomi 
Sulteng akan dibawa. Infra-
struktur semestinya tidak 
sekadar dibangun sebagai 
proyek, tetapi menjadi bagi-
an dari sirkuit ekonomi yang 
menghubungkan kawasan 
produksi, industri, pela-
buhan, pusat perdagangan, 
sentra masyarakat, dan wi-
layah-wilayah yang selama 
ini tertinggal dari arus per-
tumbuhan.

M a s a l a h  b e r i k u t n y a 
adalah lemahnya akses 
masyarakat terhadap pem-
berdayaan ekonomi. Per-
tumbuhan investasi dan 
industri belum otomatis 
membuat masyarakat lokal 
menjadi bagian utama dari 
rantai nilai ekonomi baru. 

Menurut Aliansi, peme-
rintah harus mengubah 
pendekatan dari sekadar 
memberikan bantuan men-

Azwar

Aliansi Negeri 
Seribu Megalith 

Dorong Cudy Kembali 
Pimpin Sulteng

SULTENG RAYA - Aliansi Negeri Seribu 
Megalith menyatakan dukungan agar Rusdy 
Mastura atau akrab disapa Cudy kembali 
maju sebagai Gubernur Sulawesi Tengah 
(Sulteng).

jadi membangun kapasi-
tas produktif masyarakat, 
sehingga petani, nelayan, 
UMKM, tenaga kerja lokal, 
dan pelaku ekonomi ke-
cil dapat masuk ke dalam 
rantai pasok ekonomi yang 
sedang tumbuh.

Azwar juga mengkritik 
kecenderungan pemerin-
tahan daerah yang terlalu 
sibuk dengan kegiatan se-
remonial. “Kita tidak mem-
butuhkan pemerintahan 
yang sibuk memotong pita, 
menghadiri seremoni, dan 
membuat acara. Kita mem-
butuhkan pemerintahan 
yang bekerja. Pemerintahan 
harus hadir untuk menyele-
saikan persoalan produksi, 
membuka akses ekonomi, 
memperkuat infrastruktur, 
memperjuangkan hak fiskal 
daerah, dan meningkatkan 
produktivitas rakyat,” te-
gasnya.

Karena itu, Aliansi Negeri 
Seribu Megalith menilai Sul-
teng membutuhkan peruba-
han orientasi pemerintahan. 
Gubernur tidak cukup ha-
nya menjadi administrator 
APBD, tetapi harus menjadi 
pengarah transformasi eko-
nomi daerah dan sekaligus 
menjadi negosiator kepen-
tingan Sulawesi Tengah di 
tingkat nasional.

Dalam konteks itulah 
Aliansi mendorong Cudy 
kembali maju sebagai Gu-
bernur Sulawesi Tengah. 
Dukungan ini tidak dimak-
sudkan sebagai nostalgia 
politik, melainkan sebagai 
tawaran untuk menghadir-
kan kembali kepemimpinan 
yang mampu membaca pe-
rubahan struktural Sulteng 
dan mengkonsolidasikan 
kekuatan ekonomi daerah 
menjadi agenda pemban-
gunan yang lebih terarah.

“Kami ingin pemilihan 
gubernur nanti menjadi per-
debatan tentang masa depan 
Sulteng. Bukan sekadar sia-
pa yang menang, tetapi apa 
yang akan dilakukan setelah 
menang. Bagaimana DBH 
diperjuangkan, bagaimana 
infrastruktur direncanakan, 
bagaimana rakyat diber-
dayakan, dan bagaimana 
pemerintahan keluar dari 
budaya seremonial,” ujar 
Azwar. Aliansi Negeri Se-
ribu Megalith percaya bah-
wa Sulawesi Tengah tidak 
boleh hanya menjadi lokasi 
pertumbuhan ekonomi nasi-
onal, sementara pemerintah 
daerah dan masyarakatnya 
tidak memiliki cukup kapa-
sitas untuk mengendalikan 
dan menikmati manfaat dari 
pertumbuhan tersebut.

Sulteng membutuhkan 
pemerintahan yang bekerja, 
pembangunan yang terenca-
na, fiskal daerah yang kuat, 
dan rakyat yang berdaya.*/
YAT

SULTENG RAYA - Ko-
mitmen Polres Parigi Mou-
tong (Parmout) dalam men-
dukung program pemerin-
tah mewujudkan ketahanan 
dan swasembada pangan 
terus diperkuat. 

Kali ini, jajaran Polres 
Parigi Moutong bersama 
pemerintah daerah dan ke-
lompok tani melaksanakan 
penanaman bawang putih, 
sekaligus menyalurkan ban-
tuan sosial (bansos), alat dan 
mesin pertanian (alsintan), 
serta pelayanan pengobatan 
gratis bagi masyarakat di 
Kecamatan Palasa.

Kegiatan yang berlangs-
ung di Mako Polsek Tomini, 
Desa Palasa, Kecamatan 
Palasa, Kabupaten Parigi 
Moutong, Rabu (19/8/2026) 
sekitar pukul 10.00 wita, 
tersebut merupakan bagian 
dari gerakan penanaman 
bawang secara serentak di 
17 provinsi yang dilaksana-
kan secara nasional melalui 
Zoom Meeting.

Kapolres Parigi Moutong 
AKBP Dr. Hendrawan A.N., 
S.I.K., M.H., hadir langsung 
bersama Wakil Bupati Parigi 
Moutong Abdul Said, S.Pd., 
unsur Forkopimda, jajaran 
pejabat utama Polres Parigi 
Moutong, pemerintah keca-
matan dan desa, Bhayangka-
ri, tenaga kesehatan, kelom-
pok tani serta masyarakat.

Penanaman bawang putih 
kali ini dilaksanakan pada 
lahan seluas 99 are dengan 
menggunakan bibit Garlic 
Superior Seeds. Bibit ter-
sebut merupakan bantuan 
dari Dinas TPHP Kabupaten 

Parigi Moutong dan sebagi-
an didatangkan dari Pulau 
Jawa.

Program tersebut menjadi 
bagian dari upaya mendu-
kung target swasembada 
bawang putih di Kabupaten 
Parigi Moutong dengan sas-
aran pengembangan lahan 
mencapai 40 hektare.

Tidak hanya menanam, 
Polres Parigi Moutong juga 
hadir memberikan dukun-
gan konkret kepada masy-
arakat. Sebanyak 50 paket 
bantuan sembako diserah-
kan kepada warga penerima 
manfaat.

Sementara kepada kelom-
pok tani, disalurkan bantuan 
berupa 20 unit alat semprot, 
bibit bawang putih, 2 unit 
kultivator, 1 unit mesin ge-
nerator dan 2 dus herbisida. 
Bantuan tersebut diharap-
kan dapat menunjang pro-
duktivitas petani sekaligus 
memperkuat pengelolaan 
lahan pertanian secara efek-
tif dan berkelanjutan.

Penyerahan bantuan di-
lanjutkan dengan penana-
man bibit bawang putih 
secara simbolis oleh jajaran 
Forkopimda dan stakehol-
der terkait.

Pada saat bersamaan, ja-
jaran Polri bersama peme-
rintah pusat dan daerah 
mengikuti Zoom Meeting 
penanaman bawang seren-
tak di 17 provinsi yang di-
hadiri Menteri Koordinator 
Bidang Pangan RI Zulkifli 
Hasan, Menteri Pertanian RI 
Andi Amran Sulaiman, Ka-
polri Jenderal Polisi Listyo 
Sigit Prabowo, Ketua Komisi 

IV DPR RI Siti Hediati Soe-
harto serta sejumlah pejabat 
terkait.

Dalam arahannya, Ka-
polri menegaskan bahwa 
Polri akan terus mendukung 
program pemerintah dalam 
memperkuat ketahanan 
pangan nasional. Dukungan 
tersebut tidak hanya dila-
kukan melalui penanaman, 
tetapi juga pendampingan 
kepada petani mulai dari 
proses produksi hingga pa-
nen dan distribusi.

Kapolres Parigi Moutong 
AKBP Dr. Hendrawan A.N., 
S.I.K., M.H., mengatakan ke-
terlibatan Polri dalam sektor 
pertanian merupakan ben-
tuk nyata kehadiran negara 
di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir 
untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat, 
tetapi juga hadir memberi-
kan manfaat nyata. Melalui 
program penanaman ba-
wang putih ini, kami ingin 
ikut mendorong produkti-
vitas petani sekaligus mem-
perkuat ketahanan pangan 
di Kabupaten Parigi Mou-
tong,” ujar Kapolres.

Kapolres menegaskan, pi-
haknya tidak ingin kegiatan 
penanaman berhenti sebagai 
seremoni semata. Jajaran 
Polri akan terus memban-
gun koordinasi dan sinergi 
dengan pemerintah daer-
ah, dinas terkait, penyuluh 
serta kelompok tani untuk 
mendukung keberlanjutan 
program tersebut.

“Yang terpenting bukan 
hanya bagaimana kita me-
nanam hari ini, tetapi ba-

KAPOLRES Parigi Moutong AKBP Dr. Hendrawan A.N., S.I.K., M.H bersama Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul 
Said, S.Pd., serta bunsur Forkopimda, saat tanam bawang putih di Mako Polsek Tomini, Desa Palasa, Kecamatan 
Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (19/8/2026). FOTO: DOK POLRES PARMOUT

Kapolres Parmout Tanam Bawang Putih 
dan Salurkan Bansos di Palasa

SULTENG RAYA - Polda 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
memperingati Maulid Nabi 
Muhammad SAW 12 Rabiul 
Awal 1448 H/2026 M di 
Masjid Ar Rahman Polda 
Sulteng, Kamis (3/9/2026). 

Kegiatan dipimpin Kapol-
da Sulteng Irjen Pol Nasri 
dan dihadiri Ketua Bha-
yangkari Daerah Polda Sul-
teng Ny. Lina Nasri, Irwasda 
Kombes Pol Purwanto Puji 
Sutan, para PJU, personel 
Polda Sulteng serta anak-
anak panti asuhan.

Mengusung tema “Den-

gan Meneladani Akhlak 
Rasulullah SAW, melalui 
Polri Presisi Kita Wujudkan 
Indonesia Berdaulat, Adil 
dan Makmur,” peringatan 
tersebut menjadi momen-
tum bagi personel untuk 
memperkuat nilai moral dan 
integritas dalam pelaksa-
naan tugas.

Kapolda Sulteng Irjen Pol 
Nasri menegaskan, Maulid 
Nabi tidak boleh sebatas 
seremonial, tetapi harus 
menjadi momentum mene-
ladani kejujuran, amanah, 
keadilan, kesabaran, kebera-
nian, kepedulian dan kasih 

sayang Rasulullah SAW.
Menurutnya, kewenangan 

yang diberikan negara kepa-
da Polri merupakan amanah 
yang harus dijalankan secara 
profesional, proporsional 
dan bertanggung jawab. 
Kewenangan tersebut har-
us digunakan untuk mel-
indungi, mengayomi dan 
melayani masyarakat serta 
menegakkan hukum secara 
berkeadilan.

“Polri Presisi tidak hanya 
membutuhkan profesio-
nalisme, modernisasi dan 
teknologi, tetapi juga harus 
dibangun di atas fondasi 

moral dan akhlak yang kuat. 
Kemampuan tanpa integri-
tas dapat disalahgunakan, 
kewenangan tanpa akhlak 
dapat melahirkan arogansi, 
dan penegakan hukum tan-
pa keadilan dapat menghi-
langkan kepercayaan masy-
arakat,” tegasnya.

Kapolda mengajak se-
luruh personel menjadikan 
kejujuran dan integritas 
sebagai karakter, profesi-
onalisme sebagai standar 
kerja, serta pelayanan ke-
pada masyarakat sebagai 
bentuk pengabdian. Ia juga 
mengingatkan personel 

KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Nasri saat memberikan santunan ke-
pada anak-anak Panti Asuhan Nurul Falah pada peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 H/2026 M di Masjid 
Ar Rahman Polda Sulteng, Kamis (3/9/2026). FOTO: BIDHUMAS 
POLDA SULTENG

Maulid Nabi 1448 H, Kapolda Sulteng Ajak 
Personel Teladani Akhlak Rasulullah

menjaga kehormatan serag-
am, menjauhi pelanggaran, 
penyalahgunaan kewenan-
gan, perilaku koruptif dan 
hedonisme.

Sementara, Hikmah Mau-
lid disampaikan Prof. Dr. 
Muhammad Khairil, M.Si., 
M.H. Ia mengajak peserta 
meneladani akhlak Rasu-
lullah SAW serta memili-
ki hati yang mutmainnah, 
yakni tenang dan tidak larut 
dalam kegagalan maupun 
kekhawatiran menghadapi 
masa depan. Ia menekankan 
tiga hal utama, yakni kete-
ladanan, Polri Presisi dan 
kemakmuran.

Kapolda berharap mo-
mentum Maulid Nabi men-
jadi sarana introspeksi dan 
peningkatan kualitas pen-
gabdian. “Jadikan akhlak 
Rasulullah sebagai pedo-
man, Polri Presisi sebagai 

cara kita bekerja, dan pen-
gabdian kepada masyarakat 
sebagai bagian dari ibadah 
kepada Allah SWT,” pesan-
nya.

Kabidhumas Polda Sul-
teng Kombes Pol Achmad 
Muhaimin menambahkan, 
kegiatan ditutup dengan 
pemberian santunan kepada 
pengasuh dan anak-anak 
Panti Asuhan Nurul Falah 
sebagai bentuk kepedulian 
dan mempererat silaturahmi 
Polda Sulteng dengan masy-
arakat.

Melalui momentum terse-
but, Polda Sulteng berkomit-
men memperkuat karakter 
personel agar semakin Pre-
sisi, humanis, profesional 
dan dipercaya masyara-
kat, sekaligus berkontribusi 
dalam mewujudkan Indone-
sia yang berdaulat, adil dan 
makmur.*/YAT

gaimana tanaman ini kita 
kawal sampai tumbuh, di-
pelihara, berhasil dipanen 
dan hasilnya memberikan 
nilai ekonomi bagi masy-
arakat. Karena itu, sinergi 
dan pendampingan harus 
dilakukan secara berkelan-
jutan,” tegasnya.

Menurut Kapolres, pen-
gembangan bawang putih 
memiliki nilai strategis ka-
rena tidak hanya berkaitan 
dengan peningkatan pro-
duksi pangan, tetapi juga 
dapat membuka peluang ek-
onomi bagi masyarakat dan 
mendukung pengendalian 
ketersediaan serta stabilitas 
harga pangan.

“Target 40 hektare untuk 
wilayah Parigi Moutong 
harus kita dorong bersama. 
Polri siap mendukung dari 
sisi keamanan, koordinasi 
dan pendampingan agar 
program ini berjalan optimal 
serta memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi masy-
arakat,” jelasnya.

Selain kegiatan pertanian, 
masyarakat juga mendapat-
kan pelayanan pengobatan 
gratis sebagai bentuk ke-
pedulian Polri terhadap 
kebutuhan masyarakat, khu-
susnya di bidang kesehatan.

Kapolres berharap se-
luruh pihak dapat memper-
tahankan kolaborasi yang 
telah terbangun sehingga 
program ketahanan pangan 
benar-benar menghasilkan 
dampak nyata.

“ K e t a h a n a n  p a n g a n 
adalah tanggung jawab ber-
sama. Pemerintah, Polri, 
TNI, dinas terkait, kelompok 
tani dan masyarakat harus 
bergerak bersama. Kami ber-
komitmen mengawal pro-
gram ini agar produktivitas 
meningkat, petani semakin 
sejahtera dan ketahanan 
pangan daerah semakin 
kuat,” jelasnya.

Seluruh rangkaian kegi-
atan yang berakhir sekitar 
pukul 13.00 WITA tersebut 
berlangsung aman, tertib 
dan lancar dengan penga-
manan personel gabungan 
Polres Parigi Moutong dan 
Polsek Tomini.

Polri untuk masyarakat 
mengawal ketahanan pan-
gan, memperkuat produk-
tivitas petani, dan menjaga 
stabilitas nasional.*/YAT

SULTENG RAYA - Seba-
gai bentuk komitmen nyata 
dalam memberikan pela-
yanan terbaik serta mem-
berikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk memiliki 
kendaraan Toyota impian-
nya, Kalla Toyota kembali 
menghadirkan berbagai 
penawaran menarik dan 
program pembiayaan yang 
kompetitif.

Namun ada yang berbeda 
dari penawaran di bulan 
September ini, karena pro-
mo ini hanya berlangsung 
selama 19 hari saja, mulai 
dari tanggal 2 hingga 20 
September 2026 di seluruh 
cabang Kalla Toyota.

Melalui program ini, pe-
langgan berkesempatan me-
nikmati kemudahan kepe-
milikan mobil baru dengan 
potongan suku bunga yang 
kompetitif hingga bunga 
0%. Penawaran khusus ini 
berlaku untuk berbagai pi-
lihan unit andalan Toyota, 

seperti Toyota Agya, Calya, 
Avanza, Rush, Raize, hingga 
seluruh unit Toyota Hybrid. 

Selain keuntungan suku 
bunga dan cicilan ringan, 
pembelian unit kendaraan 
selama periode promo ini 
juga didukung oleh layanan 
perawatan purnajual kom-
prehensif seperti program 
T CARE serta jaringan mi-
tra pembiayaan terpercaya 
seperti TAF (Toyota Astra 
Finance), Astra Credit Com-
pany (ACC) dan Mandiri 
Utama Finance (MUF). 

“Tentunya kami terus be-
rusaha untuk memberikan 
kemudahan bagi pelanggan 
yang ingin memiliki Toyota 
impian dengan berbagai 
penawaran menarik,” ujar 
Marketing General Mana-
ger Kalla Toyota, Suliadin 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima Paluinsight.
id, Rabu malam (2/9). 

Adapun program-pro-
gram menarik lainnya 

ILUSTRASI. FOTO: DOK. KALLA TOYOTA

Kalla Toyota Tebar 
Promo Bunga Spesial 0%

yang ditawarkan di bulan 
September ini adalah Bebas 
Bayar DP 2x dengan paket 
program Smart Upgrade 
2.0, Bebas Tukar Tambah 
dari Semua Merek dengan 
tambahan diskon hingga 5 
Juta Rupiah, Gratis Angs-
uran hingga 5x, hingga 
Bebas Asuransi hingga 2 
Tahun. 

Untuk mengetahui infor-
masi lebih lengkap seputar 

Kalla Toyota, pelanggan 
dapat berkunjung ke web-
site Kalla Toyota di kal-
latoyota.co.id atau sosial 
media Kalla Toyota di In-
stagram @KallaToyotaID, 
Twitter @KallaToyotaID dan 
Facebook KallaToyota.me. 
Dapat pula menghubungi 
hotline Kalla Care di nomor 
04113000103 atau live chat 
via WhatsApp di nomor 
08114414030. RHT

yusunan arsitektur RAPBN 
2027,” katanya. 

Selain penciptaan lapan-
gan kerja, pemerintah dan 
DPR menetapkan sejum-
lah sasaran yang berkai-
tan dengan kesejahteraan 
masyarakat. Tingkat ke-
miskinan ditargetkan bera-
da di kisaran 6-6,5 persen, 
sedangkan kemiskinan 
ekstrem 0-0,5 persen. Rasio 

Gini ditargetkan sebesar 
0,360-0,365.

GNI per kapita ditarget-
kan mencapai 5.800–5.840 
dolar AS atau sekitar Rp 
98,54 juta–Rp 99,22 juta. Pe-
merintah juga menargetkan 
Indeks Modal Manusia sebe-
sar 0,575, Indeks Kesejahter-
aan Petani 0,838, Nilai Tukar 
Petani 126–128, dan Nilai 
Tukar Nelayan 106–110. ROL
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kursi. Penerbangan terse-
but bersifat carter khusus 
memuat penumpang dari 
pekerja IMIP.

Untuk diketahui, opera-
sional Bandara domestik 
PT IMIP berada di bawah 
naungan Kantor Otoritas 
Bandar Udara Wilayah V, 
Sultan Hasanuddin, Makas-
sar. Bandara menjadi salah 
satu infrastruktur transpor-
tasi untuk efisiensi dalam 
menghubungkan kawasan 

industri dengan kota atau 
pusat pemerintahan.

Head of Media PT IMIP, 
Dedy Kurniawan, men-
gatakan, sebagai salah satu 
kawasan industri pengola-
han nikel global, IMIP terus 
memperkuat konektivitas 
dan mobilisasi pekerja den-
gan membuka rute pener-
bangan dari Bandara IMIP 
ke Palu. Rute penerban-
gan itu, menjadi salah satu 
bentuk kontribusi dalam 

meningkatkan pendapatan 
daerah di sektor pajak. 

“Kami mendukung pe-
ningkatan serapan pajak 
daerah yang lebih maksimal 
dengan hadirnya rute pe-
nerbangan ini,” ucap Dedy, 
Kamis (03/09/2026).

Dedy menjelaskan, rute 
penerbangan menuju Palu 
ditempuh dengan waktu 
45 menit. Fasilitas Bandara 
IMIP yang disiapkan, ruang 
tunggu yang nyaman dan 

sejuk, ruang VIP, café, toilet 
umum, dan navigasi meng-
gunakan AVIS.

“AVIS merupakan sistem 
panduan navigasi berbasis 
visual dan suara untuk mem-
bantu pilot, khususnya saat 
melakukan pendaratan atau 
navigasi taktis. Konektivitas 
ini memiliki arti lebih luas 
bagi Morowali dan Sulawesi 
Tengah dalam meningkatkan 
penerimaan pajak daerah,” 
tandas Dedy. *WAN

dalam mendukung pelay-
anan avtur bagi penerban-
gan di Bandara Internasional 
Sultan Hasanuddin.

Dalam kunjungan ter-
sebut, jajaran manajemen 
melakukan diskusi sekali-
gus peninjauan langsung 
ke area operasional AFT 
Hasanuddin, termasuk 
sarana dan fasilitas pendu-
kung serta proses Quality 
Control (QC). Peninjauan 
dilakukan untuk melihat 
kesiapan aset dan operasi-
onal sekaligus mengiden-
tifikasi ruang penguatan 
yang dapat mendukung 
keandalan layanan avtur.

Kegiatan tersebut diha-
diri jajaran Manajemen 
PT Pertamina (Persero), 
Subholding Downstream, 
serta fungsi Asset Ma-
nagement dan Procure-
ment. Hadir di antaranya 
Direktur Penunjang Bisnis 
PT Pertamina (Persero) M. 
Erry Sugiharto, Direktur 
Penunjang Bisnis Subhol-
ding Downstream Putut 
Andriatno, serta jajaran 
manajemen terkait.

Melalui MWT, manaje-
men memberikan sejum-
lah arahan dan masukan 
terkait pengelolaan fasili-
tas, keandalan peralatan, 
standardisasi aset, serta 
kesiapan sarana pendu-
kung operasional. Masu-
kan tersebut selanjutnya 
menjadi bahan evaluasi 

dan tindak lanjut bersama 
fungsi terkait.

Direktur Penunjang Bis-
nis PT Pertamina (Persero), 
M. Erry Sugiharto, men-
gatakan peninjauan langs-
ung ke lapangan penting 
untuk memastikan aset 
dan fasilitas yang men-
dukung operasional avtur 
dikelola secara optimal.

“Kami ingin memas-
tikan fasilitas dan aset 
yang mendukung opera-
sional avtur memiliki 
keandalan yang baik dan 
dikelola dengan standar 
yang konsisten. Peninjau-
an langsung juga menjadi 
kesempatan untuk melihat 
kebutuhan di lapangan, 
memberikan arahan, se-
kaligus memastikan ruang 
perbaikan dapat segera 
ditindaklanjuti dengan 
baik,” ujar Erry.

Erry menambahkan, 
keandalan fasilitas perlu 
berjalan beriringan dengan 
penerapan aspek kesela-
matan dan kualitas dalam 
setiap proses operasional.

“Keselamatan dan kua-
litas menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari 
keandalan operasional. 
Karena itu, pengelolaan 
aset, kesiapan fasilitas, dan 
kompetensi personel perlu 
terus diperkuat agar pela-
yanan kepada pelanggan 
dapat berlangsung secara 
aman dan berkelanjutan,” 

tambahnya.
Sementara itu, Aviati-

on Fuel Terminal Mana-
ger Hasanuddin, And-
reas Yanuar Arinawan, 
mengatakan kunjungan 
manajemen menjadi pen-
guatan bagi seluruh tim 
AFT Hasanuddin untuk 
terus menjaga kesiapan 
operasional.

“Kunjungan dan arahan 
dari manajemen menjadi 
motivasi bagi kami untuk 
terus memastikan seluruh 
sarana, fasilitas, dan pro-
ses operasional berada 
dalam kondisi yang andal. 
Setiap masukan yang di-
berikan akan kami tindak 
lanjuti sebagai bagian dari 
evaluasi dan peningkatan 
kinerja AFT Hasanuddin,” 
kata Andreas.

M e n u r u t  A n d r e a s , 
keandalan layanan avtur 
dibangun melalui kesia-
pan berbagai aspek secara 
menyeluruh, mulai dari 
fasilitas, kualitas produk, 
proses operasional, hingga 
kesiapan personel.

“Bagi kami, keandalan 
pasokan avtur dan kesela-
matan operasional merupa-
kan prioritas. Seluruh pro-
ses, mulai dari penerimaan, 
penyimpanan, pengenda-
lian kualitas hingga pela-
yanan kepada pelanggan, 
terus kami jalankan sesuai 
standar dan prosedur yang 
berlaku,” ujarnya.

AFT Hasanuddin memi-
liki peran strategis dalam 
mendukung kebutuhan 
avtur bagi operasional 
penerbangan di Banda-
ra Internasional Sultan 
Hasanuddin yang menjadi 
salah satu simpul konek-
tivitas udara utama di 
kawasan Indonesia Ti-
mur. Keandalan pelay-
anan avtur turut mendu-
kung kelancaran mobilitas 
masyarakat, aktivitas ek-
onomi, serta konektivitas 
antarwilayah.

Area Manager Commu-
nication, Relation, & CSR 
Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi, Lilik 
Hardiyanto, mengatakan 
perhatian manajemen ter-
hadap AFT Hasanuddin 
merupakan bagian dari 
upaya memastikan lay-
anan energi bagi sektor 
penerbangan terus me-
menuhi kebutuhan pe-
langgan.

“Bagi pelanggan, kean-
dalan pasokan avtur men-
jadi salah satu bagian pen-
ting dalam mendukung 
kelancaran operasional 
penerbangan. Karena itu, 
Pertamina terus memasti-
kan kesiapan fasilitas, kua-
litas produk, keselamatan, 
dan proses pelayanan 
berjalan secara konsisten 
agar kebutuhan pelanggan 
dapat dilayani secara opti-
mal,” ujar Lilik.  WAN

Kepala Bappelitbangda 
Irwan. Pemkab memapar-
kan kondisi geografis serta 
kebutuhan fasilitas kese-
hatan yang tersebar hingga 
wilayah pelosok.

Parigi Moutong saat ini 
memiliki tiga rumah sakit 
umum daerah (RSUD), 
yakni RSUD Anuntaloko 
di ibu kota kabupaten, 
RSUD Raja Tombolotutu 
di Kecamatan Tinombo 
yang berjarak sekitar 167 
kilometer, dan RSUD Bu-
luye Napoae di Kecamatan 
Moutong dengan jarak se-
kitar 296 kilometer. Selain 
itu, terdapat 24 Puskesmas 
yang tersebar di 23 keca-
matan.

Pemkab Parigi Moutong 
mengusulkan sejumlah 
program prioritas mel-
alui Dinas Kesehatan, di 
antaranya pembangunan 
tujuh gedung Puskesmas 
baru, 18 Pustu, pengadaan 
18 unit ambulans, enam 
instalasi pengolahan air 
limbah (IPAL), 21 unit wa-
ter treatment plant, tujuh 
sistem pembangkit listrik 
tenaga surya (PLTS), serta 
pemenuhan kebutuhan 
alat kesehatan.

Untuk RSUD Anunta-
loko, Pemkab mengusul-
kan penguatan sarana dan 
prasarana penunjang pe-
layanan Kanker, Jantung, 
Stroke, Uronefrologi, serta 
Kesehatan Ibu dan Anak 
(KJSU-KIA). Usulan lain-
nya meliputi rehabilitasi 

gedung bersalin dan nifas, 
pengadaan ambulans, gen-
set, serta alat kesehatan.

Sementara itu, RSUD 
Raja Tombolotutu diu-
sulkan mendapat pem-
bangunan Gedung Unit 
Transfusi Darah (UTD), 
rehabilitasi ruang operasi 
dan IGD, penambahan 
poli rawat jalan, serta pe-
menuhan alat kesehatan. 
Usulan tersebut berkaitan 
dengan tingginya angka 
rujukan pasien dan kon-
disi alat kesehatan yang 
rentan mengalami korosi 
karena berada di kawasan 
pesisir.

Adapun untuk RSUD 
Buluye Napoae, Pemkab 
mengusulkan pemban-
gunan sejumlah fasilitas, 
mulai dari gedung rawat 
inap, UTD, ruang operasi, 
laboratorium, IGD, radio-
logi, gizi, laundry, pemu-
lasaran jenazah, hingga 
rumah dinas atau rusuna-
wa bagi staf. Pemkab juga 
mengusulkan pengadaan 
ambulans dan alat kese-
hatan.

M e n t e r i  K e s e h a t a n 
Budi Gunadi Sadikin 
yang didampingi jajaran 
Dirjen, Sekjen dan Biro 
Perencanaan Kemenkes 
menyambut baik usulan 
Pemkab Parigi Moutong 
tersebut.

Kemenkes menyatakan 
akan mendukung pe-
menuhan alat kesehatan 
dan rehabilitasi fasili-

tas kesehatan, termasuk 
penyesuaian standar alat 
kesehatan di tiga RSUD 
serta rehabilitasi gedung 
RSUD dan Puskesmas 
yang belum memenuhi 
standar.

Selain itu, Kemenkes 
akan memilih salah satu 
dari tiga RSUD di Pari-
gi Moutong yang dinilai 
memenuhi kriteria untuk 
ditingkatkan kualitasnya 
menuju rumah sakit ber-
standar nasional.

Dukungan lainnya be-
rupa pembangunan ru-
mah dinas bagi tenaga 
kesehatan di RSUD dan 
Puskesmas, serta pem-
bangunan rumah susun 
(rusun) tenaga medis di 
RSUD Buluye Napoae.

Kemenkes juga mem-
buka peluang pembia-
yaan pendidikan bagi 
putra-putri berprestasi 
asal Parigi Moutong untuk 
menempuh pendidikan 
kedokteran umum, kedok-
teran gigi hingga dokter 
spesialis pada universitas 
yang direkomendasikan 
Kemenkes.

Pemkab Parigi Moutong 
berharap dukungan terse-
but dapat mempercepat 
pemerataan dan pening-
katan kualitas pelayanan 
kesehatan masyarakat, 
khususnya di wilayah 
yang memiliki tantangan 
geografis dan jarak antar-
fasilitas kesehatan yang 
cukup jauh. AJI

Namun, pertumbuhan 
ekonomi tersebut, kata Safri, 
jangan sampai hanya ter-
lihat pada angka investasi 
dan produksi. Pemerintah 
daerah juga harus memiliki 
kemampuan fiskal yang 
cukup untuk mengimbangi 
beban pembangunan yang 
muncul akibat pertumbuhan 
ekonomi tersebut.

“Jangan sampai ekono-
minya tumbuh tinggi, indus-
trinya berkembang pesat, 
penerimaan negara mening-
kat, tetapi kemampuan fis-
kal daerah justru tertinggal. 
Beban pembangunan di 
daerah terus bertambah, 
sementara ruang fiskalnya 
terbatas,” ujarnya.

APBN Besar, Ruang Fiskal 
Daerah Jangan Terbatas

Safri meminta pemba-
hasan RAPBN 2027 tidak 
hanya berfokus pada angka 
makro seperti pertumbuhan 
ekonomi, belanja negara dan 
total Transfer ke Daerah 
(TKD).

Menurut dia, yang lebih 
penting adalah memasti-
kan formulasi transfer ke 
daerah mampu menjawab 
perbedaan kontribusi dan 
kebutuhan masing-masing 
daerah.

“Yang harus dilihat bukan 
hanya berapa besar APBN 
secara nasional, tetapi bera-
pa besar ruang fiskal yang 
benar-benar tersedia bagi 
daerah untuk membangun,” 
katanya.

Ia mengingatkan, daerah 
seperti Sulawesi Tengah 
membutuhkan anggaran 
yang memadai karena per-
tumbuhan ekonomi juga 
membawa konsekuensi ter-
hadap infrastruktur, pendi-

dikan, kesehatan, lingkun-
gan dan pelayanan publik.

“Kalau dana yang diteri-
ma daerah lebih banyak ha-
bis untuk belanja rutin dan 
pelayanan dasar, sementara 
kebutuhan infrastrukturnya 
terus meningkat, tentu ada 
persoalan yang harus dibe-
nahi,” tegasnya.

Hak DBH Sulteng Jangan 
Dilupakan

Safri juga mengingatkan 
agar pembahasan RAPBN 
2027 tidak hanya berbicara 
mengenai peningkatan ang-
garan, tetapi juga penyele-
saian kewajiban pemerintah 
pusat terhadap daerah.

Ia menyoroti masih ada-
nya kurang salur Dana Bagi 
Hasil (DBH) untuk Sulawesi 
Tengah tahun 2023 dan 2024 
yang sebelumnya diper-
kirakan mencapai sekitar 
Rp523,7 miliar.

Menurut Safri, persoalan 
kurang salur tersebut tidak 
boleh dianggap sebagai per-
soalan administratif semata. 
Bagi daerah, dana tersebut 
berkaitan langsung dengan 
kemampuan membiayai 
pembangunan.

“Jangan hanya bicara opti-
misme RAPBN 2027, semen-
tara hak daerah yang sebe-
lumnya belum tersalurkan 
masih menjadi persoalan. 
Bagi daerah, dana yang be-
lum masuk itu bukan seka-
dar angka di atas kertas. Itu 
menyangkut kemampuan 
pemerintah membiayai pem-
bangunan dan pelayanan ke-
pada masyarakat,” ujarnya.

Safri menilai penyelesaian 
kurang salur DBH justru 
dapat memberikan ruang 
fiskal tambahan bagi daerah.

“Kalau hak daerah disele-

saikan, pemerintah daerah 
punya ruang lebih besar un-
tuk bergerak. Infrastruktur 
bisa diperkuat, pelayanan 
publik ditingkatkan dan 
program pembangunan bisa 
berjalan. Jadi jangan hanya 
melihat anggaran tahun de-
pan, tetapi kewajiban yang 
belum dituntaskan juga har-
us diselesaikan,” katanya.

Hilirisasi Harus Memperkuat 
Daerah

Selain DBH, Safri menilai 
kebijakan hilirisasi juga per-
lu dilihat dari sisi keadilan 
fiskal.

Menurutnya, keberhasilan 
hilirisasi tidak cukup hanya 
diukur dari besarnya inves-
tasi, nilai produksi atau ek-
spor. Pemerintah juga harus 
memastikan daerah tempat 
aktivitas industri berlangs-
ung memperoleh manfaat 
yang sebanding.

“Sulawesi Tengah bukan 
hanya tempat bahan mentah 
diambil. Di sini ada proses 
pengolahan, kawasan indus-
tri, tenaga kerja dan aktivitas 
ekonomi dengan skala san-
gat besar. Karena itu, harus 
ada desain kebijakan fiskal 
yang membuat masyara-
kat dan pemerintah daerah 
memperoleh manfaat yang 
lebih sebanding,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut 
menjadi alasan penting un-
tuk mengevaluasi kembali 
hubungan keuangan antara 
pemerintah pusat dan dae-
rah, terutama bagi daerah 
yang menjadi basis sumber 
daya alam dan kawasan 
hilirisasi.

“Kalau daerah menjadi sa-
lah satu mesin pertumbuhan 
ekonomi nasional, maka ka-
pasitas fiskalnya juga harus 

diperkuat. Jangan sampai 
daerah menjadi lokasi per-
tumbuhan ekonomi, tetapi 
tidak memiliki ruang fiskal 
yang cukup untuk mengata-
si berbagai kebutuhan yang 
muncul akibat pertumbuhan 
tersebut,” ujarnya.

Ukuran Akhirnya adalah 
Manfaat bagi Masyarakat

Safri menegaskan dirinya 
tidak mempersoalkan se-
mangat pemerintah meng-
hadirkan RAPBN yang 
optimistis dan ekspansif. 
Namun, kebijakan terse-
but harus diterjemahkan 
menjadi manfaat nyata bagi 
masyarakat di daerah.

“Optimisme itu penting. 
Tetapi bagi kami di daerah, 
ukuran akhirnya adalah 
manfaat. Apakah jalan di-
bangun, sekolah diperbaiki, 
rumah sakit diperkuat, pe-
layanan publik meningkat 
dan masyarakat merasakan 
dampak pertumbuhan eko-
nomi,” kata Safri.

Ia menegaskan kritik ter-
sebut merupakan bagian 
dari kontrol publik dan per-
juangan kepentingan daer-
ah, bukan ditujukan kepada 
individu tertentu, termasuk 
anggota DPR RI dari daerah 
pemilihan Sulawesi Tengah.

“Kami tentu menghargai 
setiap perjuangan anggota 
DPR RI Dapil Sulteng. Tetapi 
sebagai bagian dari kontrol 
publik dan aspirasi daerah, 
kita harus terus mengingat-
kan bahwa Sulteng membu-
tuhkan kebijakan fiskal yang 
semakin adil. Ini bukan soal 
siapa yang berbicara, tetapi 
bagaimana kebijakan negara 
benar-benar memberi man-
faat bagi rakyat Sulteng,” 
pungkasnya. *WAN
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Badan pengelola ter-
sebut  nantinya bertu-
gas menghidupkan dan 
mengembangkan 24 situs 
geopark secara terpadu. 
Jika berjalan dengan baik 
selama kurang lebih satu 

tahun, proses tersebut 
diharapkan dapat menja-
di pijakan untuk menuju 
Geopark Nasional.

Salah satu hal  yang 
menjadi perhatian dalam 
pertemuan adalah ada-

nya kekhawatiran bahwa 
geopark akan membuat 
aktivitas masyarakat di se-
kitar Danau Poso menjadi 
sangat terbatas, sebagai-
mana persepsi masyarakat 
terhadap kawasan taman 

nasional.
Kekhawatiran terse-

but dinilai perlu dilurus-
kan melalui dialog dan 
kajian bersama. Sebab, 
prinsip geopark bukan 
semata-mata membata-
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si aktivitas masyarakat, 
tetapi bagaimana men-
jaga kawasan sekaligus 
memastikan masyarakat 
tetap memperoleh man-
faat ekonomi secara ber-
kelanjutan.

“Kalau geopark dibuat 
masyarakat menjadi lebih 
baik, saya kira tidak ada 
yang bisa menolak untuk 
itu,” demikian salah satu 
pandangan yang disam-
paikan dalam pertemuan.

Aktivitas masyarakat 
yang telah dilakukan se-
cara turun-temurun juga 
dinilai tidak semestinya 
langsung dipandang se-
bagai sesuatu yang harus 
dilarang. Pembatasan 
terutama diarahkan ter-
hadap aktivitas  yang 
memang merusak ling-
kungan.

Karena itu, keterlibatan 
masyarakat dan tokoh 
adat dinilai penting. Bah-
kan, terdapat gagasan un-
tuk memperkuat kembali 
nilai-nilai adat melalui 
musyawarah adat dan 
aturan adat yang dapat 
menjadi bagian dari upa-
ya menjaga lingkungan.

Nilai-nilai kearifan lo-
kal tersebut diharapkan 
dapat berjalan seiring 
dengan pengembangan 
geopark, dengan prinsip 
bahwa masyarakat men-
jaga alam dan alam mem-
berikan manfaat bagi ke-
hidupan masyarakat.

Dalam audiensi terse-
but juga dijelaskan bahwa 
geopark tidak hanya ber-
bicara mengenai bentang 
alam atau geologi. Ada 
tiga unsur penting yang 
harus berjalan bersama, 
yakni geodiversity, bio-
diversity, dan cultural 
diversity.

Geodiversity berkaitan 
dengan upaya menjaga 
keragaman geologi agar 
tidak rusak, sekaligus 
m e n g e m b a n g k a n n y a 
menjadi potensi ekonomi 
berkelanjutan.

Sementara biodiversity 
berkaitan dengan keane-
karagaman hayati yang 
keberadaannya tidak ter-
lepas dari kondisi geologi 
suatu kawasan. Keraga-
man geologi dan hayati 
tersebut kemudian turut 
membentuk keragaman 
budaya masyarakat yang 
hidup di sekitarnya.

Karena itu, geopark 
dinilai dapat menjadi 
instrumen untuk menjaga 
hubungan antara alam, 
masyarakat, dan kebu-
dayaan.

Sejumlah contoh geo-

park di Indonesia juga 
disebutkan sebagai pem-
banding, termasuk ka-
wasan Maros yang dinilai 
telah menunjukkan ba-
gaimana pengembangan 
ekonomi dapat tumbuh 
tanpa harus mengorban-
kan kelestarian alam.

Geopark Matano juga 
menjadi salah satu contoh 
yang dibahas. Kawasan 
tersebut disebut telah 
mengalami perkemban-
gan karena adanya du-
kungan dan kekompa-
kan antara pemerintah 
provinsi dan pemerintah 
kabupaten.

Selain aspek konser-
vasi, Danau Poso juga 
memiliki nilai ekonomi 
dan ekologis yang sangat 
besar.

Dalam pertemuan ter-
sebut, Danau Poso dise-
but bukan sekadar me-
miliki keindahan alam, 
tetapi merupakan bagian 
penting dari kehidupan 
masyarakat Sulawesi.

S a l a h  s a t u  k o n t r i -
businya adalah dalam 
sistem kelistrikan di Su-
lawesi. Karena itu, kebe-
radaan dan kelestarian 
Danau Poso dinilai tidak 
hanya menjadi kepen-
tingan Kabupaten Poso, 
tetapi juga memiliki arti 
penting bagi Sulawesi 
Tengah dan Sulawesi se-
cara lebih luas.

“Danau Poso ini semu-
anya adalah kehidupan 
bagi seluruh masyarakat 
di Sulawesi,” ungkap sa-
lah satu peserta audiensi.

Potensi lainnya adalah 
sidat Danau Poso. Sidat 
memiliki siklus hidup 
yang menghubungkan 
laut, muara, sungai, dan 
danau.  Sidat  tumbuh 
besar di perairan darat 
sebelum kembali ke laut 
untuk berkembang biak.

Potensi tersebut dinilai 
perlu dijaga sekaligus 
dikembangkan sehingga 
memberikan nilai tambah 
ekonomi bagi masyarakat 
Poso. Bahkan, muncul ga-
gasan agar pengemban-
gan budidaya sidat dila-
kukan di daerah asalnya 
sehingga nilai ekonomi 
dari komoditas tersebut 
tidak seluruhnya menga-
lir keluar daerah.

Para peserta audiensi 
juga menyampaikan bah-
wa upaya pengembangan 
geopark telah melalui 
proses yang cukup pan-
jang. Tim ahli bahkan 
telah terlibat sejak 26 
Maret 2021.

Karena itu, momentum 

pertemuan dengan pi-
hak UNESCO di Jakarta 
dinilai menjadi kesem-
patan baik untuk kembali 
menghidupkan proses 
yang telah berjalan.

Informasi dan pengala-
man dari UNESCO men-
genai geopark yang telah 
berhasil di berbagai dae-
rah dan negara diharap-
kan dapat menjadi refe-
rensi untuk memberikan 
pemahaman yang lebih 
utuh kepada Pemerintah 
Kabupaten Poso.

Gubernur Anwar Ha-
fid menilai pertemuan 
lanjutan perlu segera di-
lakukan agar seluruh kek-
hawatiran dapat dibahas 
secara terbuka.

Ia juga menyampaikan 
dukungannya terhadap 
upaya menjadikan Danau 
Poso sebagai geopark.

Menurutnya, pelestari-
an Danau Poso menjadi 
penting karena ekosistem 
danau di berbagai bela-
han dunia terus meng-
hadapi  tekanan.  J ika 
ekosistem danau rusak, 
maka akan berdampak 
terhadap kehidupan yang 
bergantung di dalamnya.

“Ini perlu kita lestari-
kan bersama,” tegasnya.

Selain mendorong per-
cepatan geopark, Peme-
rintah Provinsi Sulawesi 
Tengah juga telah me-
nempatkan Danau Poso 
sebagai bagian dari ke-
pentingan strategis dae-
rah.

D i s e b u t k a n  b a h w a 
Danau Poso telah ditetap-
kan sebagai kawasan stra-
tegis provinsi melalui 
peraturan daerah. Selan-
jutnya, telah diusulkan 
kepada pemerintah pusat 
agar Danau Poso juga di-
tetapkan sebagai kawasan 
strategis nasional.

Dengan status tersebut, 
diharapkan pemerintah 
pusat dapat turut membe-
rikan dukungan, terma-
suk melalui pembiayaan 
APBN.

Gubernur Anwar Hafid 
menegaskan bahwa di-
rinya akan memberikan 
perhatian terhadap per-
cepatan realisasi geopark 
dan upaya perlindungan 
Danau Poso.

“Insyaallah ini men-
jadi concern saya. Saya 
kira kita merealisasikan 
sehingga mudah-muda-
han Danau Poso semakin 
berjaya ke depan dan juga 
bisa memberikan kehi-
dupan yang lebih baik 
lagi kepada masyarakat,” 
ujarnya. *WAN
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Kedatangan Selvi Gi-
bran Rakabuming tersebut 
dalam rangka menyapa se-
cara langsung masyarakat 
yang mengikuti kegiatan 
sosialisasi Hunian Tangguh: 
Berbagi, Belajar, dan Beraksi 
untuk Lingkungan.

Kegiatan tersebut men-
gusung semangat bahwa 
hunian yang tangguh harus 
dimulai dari lingkungan 
yang terjaga melalui kesa-
daran masyarakat dalam 
mengelola sampah serta 
merawat hunian dan ling-
kungan tempat tinggal.

Turut hadir dalam kegi-
atan tersebut Ketua TP-PKK 
Kota Palu, Diah Puspita, 
Wakil Gubernur Sulawesi 
Tengah, dr. Reny A. La-
madjido, Ketua TP-PKK 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
Sri Nirwanti Bahasoan, serta 
sejumlah pejabat dan unsur 
terkait lainnya.

Dalam arahannya, Selvi 
Gibran Rakabuming berha-
rap persoalan sampah tidak 
lagi menjadi sumber perma-
salahan bagi masyarakat, 
melainkan dapat dikelola 
dengan baik sehingga mem-

SULTENG RAYA — Fa-
kultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP) Universitas 
Muhammadiyah (Unismuh) 
Palu terus memperkuat ku-
alitas akademiknya melalui 
lokakarya pengembangan 
kurikulum berbasis Outco-
me-Based Education (OBE), 
Kamis (3/9/2026).

Lokakarya tersebut dibu-
ka Wakil Rektor I Unismuh 
Palu, Dr. Sudirman, S.KM., 
M.Kes., dan dihadiri unsur 
pimpinan fakultas, program 
studi, dosen, alumni, stake-
holders, serta pihak terkait 
lainnya.

Dalam sambutannya, Su-
dirman menegaskan bahwa 
penerapan kurikulum ber-
basis OBE merupakan lang-
kah strategis bagi perguruan 
tinggi dalam memastikan 
proses pendidikan benar-be-
nar berorientasi pada hasil 
dan kompetensi yang dimi-
liki mahasiswa.

Menurutnya, keberhasi-
lan pendidikan tinggi tidak 
cukup hanya diukur dari 
terselesaikannya proses per-
kuliahan dan beban studi 
mahasiswa. Lebih dari itu, 
lulusan harus memiliki ke-
mampuan yang relevan 
dan mampu menjawab ke-
butuhan masyarakat serta 
tuntutan dunia kerja.

“OBE mengharuskan kita 
memastikan bahwa proses 
pembelajaran memiliki ke-
terkaitan yang jelas dengan 
capaian pembelajaran lu-
lusan. Jadi, yang menjadi 
ukuran bukan hanya apa 
yang diajarkan dosen, tetapi 
apa yang benar-benar mam-
pu dilakukan oleh mahasis-
wa setelah menyelesaikan 
pendidikannya,” ujarnya.

Sudirman menambahkan, 
dinamika lingkungan sosial, 
kemajuan teknologi, dan 
perubahan kebutuhan dunia 
kerja menjadi alasan penting 
bagi perguruan tinggi untuk 
secara berkala mengevaluasi 
dan memperbarui kuriku-
lumnya.

Karena itu, ia berharap 

ISTRI Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Gibran Rakabu-
ming, di kawasan Hunian Tetap (Huntap) Talise, Kota Palu, pada 
Rabu (2/09/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Selvi Gibran Sapa 
Warga Huntap Talise

SULTENG RAYA— Wakil Wali Kota Palu, 
Imelda Liliana Muhidin, menyambut keda-
tangan istri Wakil Presiden Republik Indo-
nesia, Selvi Gibran Rakabuming, di kawasan 
Hunian Tetap (Huntap) Talise, Kota Palu, 
pada Rabu (2/9/2026).

berikan manfaat dan nilai 
tambah.

Menurut Selvi, penge-
lolaan sampah harus dimu-
lai dari lingkungan terkecil, 
yakni keluarga. 

Kesadaran untuk tidak 
membuang sampah semba-
rangan serta membiasakan 
diri memilah sampah men-
jadi langkah sederhana yang 
dapat memberikan dampak 
besar bagi lingkungan.

Ia juga menekankan pen-
tingnya pemilahan sampah 
sejak dari rumah tangga.  
Dengan sampah yang telah 
dipilah, pengelolaannya 
dapat dilakukan secara le-
bih optimal, bahkan dapat 
diolah menjadi berbagai 
produk yang memiliki ni-
lai ekonomis. “Harapan-
nya, sampah tidak menjadi 
sumber masalah. Ke depan, 
kita bisa mengelola sam-
pah dengan lebih baik lagi 
dan memberikan nilai. Hal 
tersebut harus dimulai dari 
lingkungan terkecil, yaitu 
keluarga,” ungkap Selvi.

Selvi mengajak masyara-
kat untuk mulai menerap-
kan kebiasaan baik dalam 
kehidupan sehari-hari , 
seperti tidak membuang 
sampah sembarangan dan 
melakukan pemilahan ber-
dasarkan jenisnya.

Dengan langkah tersebut, 
sampah diharapkan tidak 
hanya berakhir sebagai lim-
bah, tetapi dapat diolah 
menjadi sesuatu yang ber-
nilai serta mampu membe-
rikan nilai tambah secara 
ekonomi bagi masyarakat.

Kehadiran Selvi Gibran 
Rakabuming di Huntap 
Talise menjadi motivasi 
bagi masyarakat untuk terus 
membangun lingkungan 
hunian yang bersih, sehat, 
tangguh, dan berkelanjutan 
melalui keterlibatan aktif 
seluruh anggota keluarga 
dan masyarakat. ABS

WAKIL Rektor 1, Dr Sudirman S.KM M.Kes saat membuka kegiatan lokakarya kurikulum OBE, Fisip 
Universitas Muhammadiyah Palu. FOTO: FERY

Tingkatkan Kompetensi Lulusan, FISIP Unismuh 
Palu Perkuat Kurikulum Berbasis OBE

pengembangan kurikulum 
di FISIP Unismuh Palu tidak 
berhenti pada pemenuhan 
aspek regulasi maupun ad-
ministrasi akademik, tetapi 
mampu memberikan kont-
ribusi nyata terhadap kebu-
tuhan pembangunan daer-
ah, pemerintahan, masyara-
kat, dan dunia profesional.

“Melalui OBE, kita ingin 
lulusan Universitas Muham-
madiyah Palu memiliki 
kompetensi yang jelas, teru-
kur, dan relevan. Ini bagian 
dari upaya meningkatkan 
mutu pendidikan sekaligus 
memperkuat daya saing 
lulusan,” katanya.

Sementara itu, Dekan 
FISIP Unismuh Palu, Dr. 
Muhamad Dasril, S.Sos., 
M.Si., mengatakan loka-
karya tersebut menjadi 
momentum penting untuk 
memperkuat kualitas penye-
lenggaraan pendidikan di 
lingkungan FISIP.

Dasril menilai penyus-
unan dan pengembangan 
kurikulum tidak semestinya 
hanya diarahkan untuk me-
menuhi kebutuhan akredita-
si. Kurikulum harus menjadi 
fondasi dalam membentuk 
lulusan yang memiliki ke-
mampuan akademik, pro-
fesional, sosial, sekaligus 
karakter yang sesuai dengan 
perkembangan zaman.

“Melalui lokakarya ini, 
kami ingin menyamakan 
persepsi seluruh unsur aka-
demik mengenai bagaimana 
kurikulum berbasis OBE 
diterapkan secara konkret 
dalam proses pembelaja-
ran,” jelasnya.

Ia menjelaskan, FISIP 
Unismuh Palu berupaya 
membangun keterkaitan 
yang kuat antara profi l lu-
lusan, capaian pembelaja-
ran lulusan (CPL), capaian 
pembelajaran mata kuliah 
(CPMK), metode pembelaja-
ran, hingga sistem asesmen.

Keselarasan tersebut di-
nilai penting agar proses 
pembelajaran tidak berjalan 
secara parsial, melainkan se-
luruh komponennya saling 
mendukung dalam men-
capai kompetensi lulusan 
yang telah ditetapkan.

“Kami berharap hasil lo-
kakarya dapat menghasil-
kan kurikulum yang lebih 
adaptif, kontekstual, dan 
responsif terhadap perkem-
bangan kebutuhan masya-
rakat maupun dunia kerja. 
FISIP harus mampu melahir-
kan lulusan yang tidak ha-
nya memahami teori, tetapi 
juga memiliki kemampuan 
analitis, pemecahan masa-
lah, komunikasi, kepemim-
pinan, serta kemampuan 
beradaptasi dengan peruba-

han,” tambahnya.
Dalam lokakarya tersebut, 

FISIP Unismuh Palu meng-
hadirkan dua narasumber 
yang memiliki pengalaman 
dalam pengembangan pen-
didikan tinggi, yakni Ket-
ua Indonesian Association 
for Public Administration 
(IAPA) Provinsi Sulawesi 
Tengah, Dr. Moh. Irfan Muf-
ti, M.Si., dan Ketua Program 
Studi Sosiologi Universitas 
Negeri Surabaya (Unesa), 
Dr. Agus Machfud Fauzi, 
M.Si.

Kedua narasumber mem-
berikan penguatan menge-
nai konsep dan implemen-
tasi OBE, termasuk strategi 
menyusun kurikulum yang 
mampu menghubungkan 
setiap mata kuliah dengan 
capaian kompetensi lulusan 
secara terukur.

Lokakarya ini sekaligus 
menjadi bagian dari komit-
men FISIP Unismuh Palu 
untuk melakukan pembar-
uan dan penyempurnaan 
kurikulum secara berke-
lanjutan. Langkah tersebut 
diharapkan mampu mem-
perkuat mutu pembelajaran 
sekaligus meningkatkan 
daya saing lulusan dalam 
menghadapi perubahan 
kebutuhan masyarakat dan 
dunia kerja yang semakin 
dinamis. FERY

Hal itu disampaikan pada 
rapat perdana Panitia Pene-
rimaan Tanwir Muhamma-
diyah 2026 di Aula Rekto-
rat Unismuh Palu, Kamis 
(3/9/2026) sore.

Katanya, kegiatan Tan-
wir jangan dibayangkan 
seperti panitia 17 Agustus, 
kegiatan ini cukup berat 
karena berlangsung lebih 
dari satu hari, serta tidak ha-
nya menghadirkan peserta 
Tanwir dari 38 provinsi di 
Indonesia, melainkan juga 
akan menghadirkan orang 

nomor satu di negeri ini.
Ia menyebut, ini adalah se-

buah perjuangan yang akan 
berdampak besar kedepan. 
Sekaligus ini adalah Tanwir 
perdana yang dilaksanakan 
di Sulawesi Tengah. “Kita 
adalah pelaku sejarah, ini 
yang pertama kalinya di-
lakukan di Sulteng. Untuk 
itu fokus pada tugas dan 
tanggungjawab masing-ma-
sing,”pesan Amin Parak-
kasi. Sementara itu, Ketua 
Panitia Penerimaan Tanwir 
Muhammadiyah 2026, Prof. 

SULTENG RAYA – Dua 
proposal Universitas Muham-
madiyah (Unismuh) Palu 
dinyatakan lolos dan mene-
rima Pendanaan Program 
Kolaborasi Sosial Membangun 
Masyarakat (Kosabangsa) 
Tahun Anggaran 2026.

Kepastian tersebut tertuang 
dalam Keputusan Direktur Pe-
nelitian dan Pengabdian kepa-
da Masyarakat Nomor 1033/
DST/C3/DT.05.00/2026 tang-
gal 28 Agustus 2026 tentang 
Penetapan Penerima Pen-
danaan Program Kosabangsa 
Tahun Anggaran 2026. 

Dua proposal yang berhasil 
lolos tersebut masing-masing 
berfokus pada pemulihan 
ekonomi masyarakat pasca-
bencana serta pengembangan 
teknologi energi terbarukan 
berbasis masyarakat.

Proposal pertama berjudul 
“Pemulihan Ekonomi Masy-
arakat Pascagempa Bumi 
melalui Penguatan Produkti-
vitas, Peningkatan Mutu, dan 
Hilirisasi Kakao Berbasis Ino-
vasi Teknologi di Kecamatan 
Palolo, Kabupaten Sigi”.

Proposal tersebut diajukan 
oleh Rosmaniar Gailea, den-
gan Universitas Tadulako 
sebagai institusi pendamping. 
Hasriyanty ditetapkan sebagai 
bagian dari tim pendamping.

Sementara proposal kedua 
berjudul “Edukasi Pengem-
bangan Teknologi Tenaga 
Surya bagi Kelompok Nelayan 
dan POKDARWIS Berba-
sis Green Ekonomi sebagai 
Penyangga Utama Ekonomi 
Pasca Gempa di Sirenja, Ka-
bupaten Donggala”.

(DARI Kanan ke Kiri) Ketua PWM Sulteng Muh. Amin Parakkasi S.Ag., M.H.I., Sekretaris Panitia Peneri-
maan Tanwir 2026 Dr. Moh Rizal Masdul, S.Pdi., M.Pd, dan Ketua Panitia Penerimaan Tanwir 2026 Prof. Dr. 
H. Rajindra, SE.,MM pada rapat perdana kepanitiaan, Kamis (3/9/2026) sore. FOTO: AMILUDDIN

Ketua PWM Sulteng Minta Panitia 
Penerimaan Tanwir 2026 Luruskan Niat

SULTENG RAYA-Ketua Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) Muh. Amin Parakkasi, S. Ag., 
M.H.I. meminta kepada para Panitia Pe-
nerimaan Tanwir Muhammadiyah 2026 di 
Sulawesi Tengah untuk meluruskan niat dan 
mengiklaskan diri untuk berkorban membe-
rikan yang terbaik pada kegiatan tersebut.

Dr. H. Rajindra, SE., MM 
menyampaikan, jika penun-
jukan Sulawesi Tengah seba-
gai tuan rumah pelaksanaan 
Tanwir 2026 merupakan 
sebuah kehormatan bagi 
Warga Muhammadiyah 
Sulawesi Tengah.

“Ini adalah sebuah kehor-
maran bagi Muhammadiyah 
Sulteng, karena kita diberi 
amanah sebagai penerima 
tamu Tanwir, sebuah kegi-
atan yang sangat strategis, 
karena segala yang dibahas 
di Muktamar ke-49 di Me-
dan pada Tahun 2027 dipu-
tuskan di Tanwir ini,”ujar 
Prof Rajindra. 

Di kesempatan tersebut, 
Prof Rajindra juga mengin-
gatkan kepada para Panitia 
Penerima Tanwir Muham-
madiyah 2026 agar mem-
persiapkan diri melakukan 
pengukuhan pada Hari 
Sabtu, 5 September 2026, di 
GBK Rusy Toana, Kompleks 
Unismuh Palu. ENG

Rajindra dan Rukhayati

Dua Proposal Unismuh Palu Lolos 
Pendanaan Program Kosabangsa 2026

Proposal tersebut diaju-
kan oleh Rukhayati, dengan 
Universitas Negeri Makassar 
sebagai institusi pendamping 
dan Bakhrani A. Rauf sebagai 
pendamping.

Program Kosabangsa me-
rupakan salah satu inisiatif 
pemerintah yang dirancang 
untuk memperkuat sinergi 
antara perguruan tinggi dan 
masyarakat melalui penera-
pan teknologi serta inovasi 
dalam menjawab berbagai 
persoalan di tengah masya-
rakat.

Melalui program tersebut, 
perguruan tinggi tidak hanya 
menjalankan fungsi pendidi-
kan dan penelitian, tetapi juga 
berperan aktif dalam mem-
berikan solusi berbasis ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
kepada masyarakat.

Rektor Unismuh Palu, Prof. 
Dr. H. Rajindra, SE., MM, 
menyampaikan apresiasi dan 
ucapan selamat kepada para 
dosen pengabdi yang berha-
sil memperoleh pendanaan 
Kosabangsa Tahun Anggaran 

2026.
Ia berharap para dosen 

penerima pendanaan dapat 
menjalankan program secara 
maksimal bersama mahasiswa 
dan institusi pendamping.

“Selamat kepada dosen 
pengabdi yang dinyatakan 
lolos proposalnya. Silakan 
menjalankan pengabdiannya 
bersama mahasiswa dan insti-
tusi pendampingnya. Jalankan 
itu dengan baik sebagaimana 
tujuan dari program itu sendi-
ri,” ujar Prof. Rajindra.

Menurutnya, keberhasilan 
memperoleh pendanaan ter-
sebut harus diikuti dengan 
pelaksanaan program yang 
benar-benar memberikan 
manfaat bagi masyarakat se-
bagai mitra pengabdian.

Sementara itu, Ketua Lem-
baga Penelitian dan Pengab-
dian kepada Masyarakat 
(LPPM) Unismuh Palu, Dr. 
Rukhayati, SE., MM, menje-
laskan bahwa terdapat empat 
proposal yang sebelumnya 
diajukan Unismuh Palu dalam 
Program Kosabangsa Tahun 

Anggaran 2026.
Dari empat proposal terse-

but, dua proposal dinyatakan 
lolos setelah melalui sejumlah 
tahapan seleksi, termasuk se-
leksi administrasi, substansi, 
kunjungan lapangan, dan 
wawancara.

“Proposal yang kami kirim 
ada empat, dinyatakan lolos 
ada dua. Alhamdulillah, ada 
yang lolos dua. Kami bersyu-
kur,” ujar Rukhayati.

Ia menjelaskan, proposal 
yang dinyatakan lolos seleksi 
administrasi dan substansi 
selanjutnya diwajibkan men-
gikuti tahapan kunjungan 
lapangan. Tahapan tersebut 
dilakukan untuk memastikan 
kesiapan program sekaligus 
melihat secara langsung kon-
disi dan kebutuhan masyara-
kat yang menjadi lokasi mitra.

Hasil penilaian pada tahap 
seleksi substansi dan kunjun-
gan lapangan kemudian men-
jadi salah satu dasar utama 
dalam penetapan penerima 
pendanaan Program Kosa-
bangsa.

Menurut Rukhayati, keber-
hasilan dua proposal tersebut 
menunjukkan adanya pe-
ningkatan kualitas proposal 
pengabdian yang diajukan 
para dosen Unismuh Palu.

Ia berharap capaian tersebut 
dapat menjadi motivasi bagi 
para dosen lainnya untuk 
terus meningkatkan kualitas 
program penelitian dan pen-
gabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap tahun de-
pan lebih banyak lagi proposal 
yang dinyatakan lolos,” harap 
Rukhayati. ENG


